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sSesungguhnya sesucah Resulitan
ltu ada kemudahawn.

Maka apabila kamu telah selesel (dart
sesumtu urusan), kerjakanlah dengan
sungguh-sungguh (urusan) yang lain.

Dawn Mawga Veepaola Tuhanmulah
Mewdahwga lRanmi berhamp

(Surat 94 : 6-8)
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RINGKASAN

Ravicka Sukma Sari, 2008, Jurusan Administrasi Puldk, Fakultas limu

Administrasi, Universitas Brawijaya, Indeks Kepuasan Masyarakat
Terhadap Pelayanan Publik (Studi di Dinas Kependudkan dan Pencacatan
Sipil Kota Batu). Ketua Pembimbing: Dr. Irwan Noor, MA;

Anggota: Drs Romula Adiono, MAP.

Dalam skripsi ini peneliti membahas mengenai isdekepuasan
masyarakat yang mengacu pada Surat Keputusan MeR@rtdayagunaan
Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedddmaom Penyusunan
Indeks Kepuasan Masyarakat untuk mengukur kepuasasyarakat terhadap
pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Perarat@ipil Kota Batu. Latar
belakang dari penelitian ini adalah pembenahanypeln publik yang dilakukan
pemerintah perlu mendapat penilaian oleh masyatakkak menjadikan kualitas
pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat. Darianréersebut yang menjadi
permasalahan didalam penelitian ini adalah Bagaamangkat indeks kepuasan
masyarakat terhadap pelayananan kependudukan dis ependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batu.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif denganngekatan kuantitatif.
Analisis data penelitian ini termasuk riset dedifripang menjelaskan keadaan
yang sebenarnya tentang kepuasan masyarakat tprpeldganan yang diberikan
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotai.Baeknik pengambilan
sampel menggunakan tekrpkobability sampingdengan metodsimple random
sampling.

Dari analisis yang dilakukan dalam penelitian meénunjukkan bahwa
terdapat 14 sub variabel U (tingkat kepuasan tegmadelayanan publik),
diketahui bahwa IKM dari U1 (prosedur pelayananymfi&i nilai konversi 70,75
dapat dikategorikan baik/puas. U2 (persyaratanypakn) dengan nilai interval
konversi 70,5 dikategorikan baik/puas, U3 (kejatapatugas pelayanan) dengan
nilai interval konversi 70 dikategorikan baik/pudd4 (kedisiplinan petugas
pelayanan) dengan nilai interval konversi 69,75at#gorikan baik/puas, U5
(tanggung jawab petugas pelayanan) dengan nilaérviat konversi 74
dikategorikan baik/puas, U6 (kemampuan petugasyaeém) dengan nilai
internal konversi 75,75 dikategorikan baik/puas, (Kécepatan pelayanan)
dengan nilai interval konversi 64,5 dikategorikaaikpuas, U8 (keadilan
mendapatkan pelayanan) dengan nilai interval kanvéB,75 dikategorikan
baik/puas, U9 (kesopanan dan keramahan petugagamenlai interval konversi
73 dikategorikan baik/puas, U10 (kewajaran biayday@man) dengan nilai
interval konversi 77 dikategorikan baik/puas, Ukgpastian biaya pelayanan)



dengan nilai interval konversi 73,5 dikategorikaaikipuas, U12 (kepastian
jadwal pelayanan) dengan nilai interval konversj562dikategorikan kurang
baik/kurang puas, U13 (kenyamanan lingkungan) demglai interval konversi
74 dikategorikan baik/puas, U1l4 (keamanan pelayadangan nilai interval
konversi 77,25 dikategorikan baik/puas. Dari 14uwnselayanan tersebut yang
memiliki interval konversi tertinggi adalah Ul4 émanan pelayanan) dengan
nilai interval konversi 77,25 dan yang memilikiental konversi terendah adalah
U12 (kepastian jadwal pelayanan) dengan nilai vaties2,50.

Dalam penelitian ini penulis menyarankan perlungdgpeningkatan mutu
pelayanan paling rendah adalah pada sub varialpelskan jadwal pelayanan
(U12). Agar dapat memiliki nilai indeks yang leliihggi atau setara dengan sub
variabel lain, maka perlu dilakukan pembenahan a@encara menambah alat
pencetak dan komputer, serta menambah pegawaidapey bekerja di bagian
operator. Sedangkan untuk sub variabel U14 (keamhingkungan) merupakan
sub variabel memiliki nilai interval konversi paiirtinggi, disarankan minimal
harus tetap mempertahankan, bahkan kalau bisadémikatkan keamanan dan
perbaikan area halaman dan tempat parkir.



SUMMARY

Ravicka Sukma Sari, 2008, Department of Public Admmistration, Faculty of
Administration, UB, Community Satisfaction Index Of Public Service
(Studies in the Department of Population and CivilRegistry Batu). Chief
Advisor: Dr. Irwan Noor, MA: Members: Drs Romula Ad iono, MAP.

In this thesis, researcher discusses on the saimfandex which refers to
the Decree of the Ministry of Administrative Refoido. 25 of 2004 on General
Guidelines for Preparation of Community Satisfattinodex to measure people's
satisfaction with public services in the Departmefit Population and Civil
Registration Batu City. The background of this eeshk is the improvement of
government public services needs to get a judgimgiite people to make quality
of service desired by the community. From the dpson which is the case in
this study is how the level of community satisfantindex of public service in the
Department of Population and Civil RegistrationB&ity.

This type of research is descriptive quantitatigpraach. This study data
analysis including descriptive research that dbserithe actual state of people's
satisfaction with services provided in the Departtmef Population and Civil
Registration Batu City. Sampling technique usingbability techniques as well
as with simple random sampling method.

From the analysis conducted in this study indi¢chtd there are 14 sub
variable U (the level of satisfaction with publiergices), it is known that the CSI
of U1 (service procedure) has a conversion valugof5 can be considered good
| satisfied. U2 (service requirements) with a 7€oBversion interval values are
categorized either / satisfied, U3 (clarity of seevpersonnel) to the value of the
conversion interval of 70 categorized either / Sfetil, U4 (discipline-care
workers) with a value of 69.75 conversion intergahsidered good / satisfied ,
U5 (the responsibility of the service personnel)the value of the conversion
interval categorized as either 74 / satisfied, @ @bility of service personnel)
with a value of 75.75 is categorized either interc@nversion / satisfied, U7
(speed of service) with a value of 64.5 categoriageither conversion interval /
satisfied, U8 (a ministry of justice) to the valoé the conversion interval
categorization 68.75 / satisfied, U9 (politenesd &endliness of staff) to the
value of the conversion interval 73 are categoriegder / satisfied, U10 (the
reasonableness of service charges) to the valdleeofonversion interval of 77
categorized good / satisfied, Ull (certainty oftcof service) with a 73.5
conversion interval values are categorized eitlsatisfied, U12 (certainty service
schedule) with a value of 62.50 conversion intepaaisidered unfavorable / less
satisfied, U13 (environmental comfort) with the enial conversion of 74



categorized good / satisfied, Ul4 (security sejviogth a value of 77.25
conversion interval considered good / satisfiedtl@f14 elements of the service
which has the highest conversion interval is Ukt(sity service) with a value of
77.25 and the conversion interval that has the $bwenversion interval is U12
(certainty service schedule) with a value of 62riérvals.

In this study the authors suggest the need foramipg quality of care is
lowest in sub certainty variable service schedUl#2). In order to have a higher
index value, equivalent to sub for other variabless necessary to reform by
adding the printer and computer equipment, as aladding an employee to
work on the operator. As for the sub variables (Havironmental safety) is a sub
variable has the highest conversion interval vaiues, suggested should at least
maintain, if possible even more enhanced secunitlisproved yard and parking
area.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu agenda reformasi yang akan terus medgalksanakan oleh
negara dan bangsa Indonesia adalah mewujudkan ipéthan yang baik
atau yang dikenal dengan sebutpod governanceAdapun salah satu ciri
good governancedalah pemerintahan yang memberikan pelayananaprim
kepada masyarakat, paradigma ini menuntut pergegpersi dan kedudukan
pemerintah terhadap masyarakat. Pemerintah bulgrsdédagai pelaksana
langsung dan pemberi layanan tetapi sebagai pengktno pengendali
(pemerintah katalis). Secara implisit hal ini memdiang pemikirah bahwa
pemerintah lebih banyak memberikan peran dan tamggawab kepada
swasta dan masyarakat. Oleh karena itu, masyanagatiliki kewenangan
untuk menuntut perlakuan yang lebih, dan masyarpké yang berperan
aktif dalam pembangunan bangsa termasuk dalam gppeayanan publik.
Pemberdayaan masyarakat dalam pemerintah katahgadilean pelayanan
yang diberikan pemerintah lebih maksimal karenayanakat turut serta
dalam mengontrol pelaksanaan kegiatan pemerin@drapelayanan publik.

Negara Indonesia merupakan Negara kesatuan yagriiuk republik
dan wilayahnya sangat luas yang meliputi berbagkypbesar maupun kecil
dan dipisahkan oleh laut. Hal ini mengakibatkan &®nmrusan terutama

masalah pelayanan publik tidak mungkin ditangamhgrntah pusat saja.



Untuk lebih meningkatkan dan mengefektifitaskan penan pelayanan
publik pemerintah pusat telah memberikan wewenagga#a pemerintah
daerah untuk melakukan urusan rumah tangganya rsemaélalui
desentralisasi sesuai dengan UU Nomor 32 tahun @&0fdng Pemerintahan
Daerah

Beberapa tahun ini di terjadi persaingan pelayarstara pihak
pemerintah dan pihak swasta, seperti yang dikenarkakehLuke et al

(2011:327), yang mengutipahra and Hanse(2000):

The traditional divide between public and privagzter services has
become blurred in recent decades. Over time, ressusuch as large
scale-finance, capital assets, and expansive né&sydnave become
increasingly accessible to private sector orgariat ( Organisation
for Economic Co-operation and Development, 1998lrtler,
advancements in technology and liberalisation agricial markets,
particularly in developed nations, have effectivedynoved traditional
barriers to entry in large-scale markets and indiest. Subsequent
deregulation of such industries has also facilithtencreased
competition. This trend has resulted not only ioréased competition
for public sector organisations, but also the opgpoity for
governments to privatise existing public sectoramigations

Di negara-negara maju telah banyak yang meneragksmNew Public
Management(NPM). Yang artinya pemerintah memperkerjakan gekto
swasta agar lebih efektif dalam melayani kebutuhzasyarakat, seperti
dikemukakariLuke etc:

The notion of NPM in the form of corporatisation shgained
increasing attention in recent years, suggestimgae direct approach
to government involvement in economic developn&mth principles
are not new, and can be traced back to the work&/edbdrow Wilson
(1887) who viewed public administration as a busseDoig (1983),
among others, argues these views remain equalgyaet to modern
day public administration. Thus, government interes employing
private sector management techniques in order towemtwards a



more commercial and efficient form of public admiration has been
reignited.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PembriDtgerah pada
hakekatnya merupakan instrument yang dianggap ide@i penataan
mekanisme dan sistem pemerintahan di daerah septimal. Oleh karena
itu, sejak ditetapkannya undang-undang tersebutdilayatakan berlaku di
seluruh Indonesia, pemerintah telah menerbitkan rdanetapkan berbagai
peraturan pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 3RnT2004 secara
optimal sebagai wujud dasar pelaksanaan otonontakagang nyata dan
bertanggung jawab. Di dalam Undang-Undang Nomoif &2un 2004 juga
dijelaskan bahwa daerah otonom diartikan sebagaatkan masyarakat
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang lmamge mengatur dan
mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyasatempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatilikie2 (dua) urusan
yang menjadi kewenangannya yaitu urusan wajib dasan pilihan. Kedua
urusan inilah yang pada prinsipnya menjadi tugasyy@arus dilaksanakan
demi tercapainya pemerintahan yang baik dan beatasaldengan
memberikan kontribusi langsung terhadap masyarghag pada akhirnya
mampu menujyood governanceSesuai dengan pasal 14 ayat 1 butir ke-12
UU No. 32 tahun 2004 tahun 2004, dinyatakan bahwsam wajib yang
menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah pelayapendudukan dan
catatan sipil. Sebagai salah satu urusan wajib yeargs dilakukan oleh
pemerintahan daerah dalam rangka memberikan pelayakepada

masyarakat, oleh karena itu pemerintah daerah tditunntuk dapat



memberikan pelayanan punbilk yang baik dan bertasalsesuai dengan
tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan katentang menjadi
kewajiban atas pelaksanaan tugas di daerah.

Masalah pelayanan dalam organisasi publik telahjadesebuah isu yang
krusial. Dalam penyelenggaraan pelayanan publilarapr pemerintah
bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan yampaike untuk
kebutuhan masyarakat. Pentingnya kualitas pelayamendapat perhatian
karena di satu sisi tuntutan masyarakat terhaddpai@n kualitas semakin
gencar, namun disisi lain kesiapan dan perbaikduanbesecara maksimal
dilaksanakan. Salah satu faktor penting agar ddipatenggarakan pelayanan
yang berkualitas adalah adanya budaya pelayananb@mnorientasi kepada
kepentingan masyarakat atau pengguna jasa. Olem&atu penyelenggara
pelayanan harus terus merespon keinginan dan peagasa.

Pembenahan pelayanan publik yang dilakukan olefepatah bukanlah
pekerjaan mudah seperti halnya membalikkan telapakjan mengingat
banyak sekali aspek yang telah membudaya dalankaliag birokrasi
pemerintahan kita. Usaha penting yang dilakukarm gemerintah dalam
mewujudkan pemerintahan yang melayani dan memerkgliutuhan
masyarakat secara efektif sudah dilakukan daurtd®98 dengan semangat
reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakamatu proses perubahan
secara sistematis dan sangat terencana terhadagpokemkomponen
fundamental organisasi pemerintah untuk menghaskkaerja tinggi dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, pembangdaanpemerintahan

mengingat salah satu faktor dan aktor utama yamgt toerperan dalam



perwujudan pemerintahan yang bersih dan pemerintghag baik adalah
birokrasi. Dalam posisi dan perannya yang demik@enting dalam
pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik, bisiksangat menentukan
efesiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarskdia efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pegoban. Undang-
undang telah ditetapkan oleh DPR dan diundangkeh pemerintah, dan
berbagai kebijakan publik yang dituangkan dalanmb&gai bentuk aturan
perundang-undangan yang dikembangkan dalam rangkgelgenggaraan
negara dan pembangunan, akan dapat dikelola sefedt# oleh pemerintah
apabila terdapat “birokrasi yang sehat dan kuat”.

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegigtanataan dan
penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kadekdn melalui
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelal@@anmasi administrasi
kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untaygoein publik dan
pembangunan sektor lain. Di dalam UU No. 23 Tah@®62 tentang
Administrasi Kependudukan dan Peraturan PemeriN@h37 Tahun 2007
tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 menjamiak h
seorang/kelompok penganut penghayatan kepercagdaadap Tuhan Yang
Maha Esa untuk mendapatkan hak-hak administrazndemukan sebagai
pencantuman kepercayaan dalam KTP, akta kelahparkawinan, dan
dokumen kematian yang dijamin dalam UU No. 23/2@&0fang administrasi
kependudukan. Ada juga payung hukum lain yakni tBeaxa Presiden
(Perpres) No. 25 Tahun 2008 tentang persyaratartafarcara pendaftaran

penduduk dan catatan sipil.



Banyak sekali produk yang dihasilkan oleh admiastkependudukan
yang fungsinya untuk menertibkan identitas pendudulai dari lahir sampai
pada kematian. Selain itu, data kependudukan megapam pemilihan
anggota-anggota legislatif yang ada di Negara kitaena sistem di negara
kita menggunakan hak pilih masyarakat dan masiluaskan terbesar ada di
tangan rakyat., maka data kependudukan suatu deeFatpunyai pengaruh
yang besar dalam pemilihan umum. Administrasi kdpdokan itu sendiri
juga dapat memeratakan jumlah penduduk di wilayadonesia, misalnya
arus urbanisasi maupun transmigrasi agar penduddonésia tidak
menumpuk pada satu wilayah saja seperti Pulau Jaakumen
kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkdeh instansi
pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebadgdiuka autentik yang
dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk gdancatatan sipil.
Dokumen kependudukan pada dasarnya meliputi:

1. Kartu Keluarga (KK)
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Surat Keterangan Kependudukan

4. Akta Pencatatan Sipil

Untuk mencapai pelayanan administrasi kependudukarg bermutu,
maka Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Kependudukkan Pencatatan
Sipil Kota Batu memiliki visi yaitu “ Terwujudnya éFtib Administrasi
Kependudukan Yang Berorientasi Pada Kemudahan &weday Publik” .

Untuk mendukung agar tujuan pelayanan kependudigkeapai dengan baik



sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, makasdkependudukan dan
pencatatan sipil kota Batu menetapkan adanya rargj yelas sebagai acuan
dalam implementasi operasional. Misi yang dirumuasttmas kependudukan

dan pencatatan sipil kota Batu adalah sebagaiuierik

1. Mengembangkan Kebijakan dan sistem serta menyeheakmn
pendaftaran dan pencatatan penduduk untuk menghimgata
kependudukan,penerbitan  identitas/dokumen  kepehandu dan
perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib iAigirasi
Kependudukan.

2. Mengembangkan Kebijakan dan sistem informasi kepduichn serta
menjalankannya sehingga mampu menyediakan inforkepgindudukan
secara lengkap,akurat dan memenuhi kepentingaikpubl

3. Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakah aurti

pentingnya identitas dan status kependudukan.

Adanya visi dan misi dari dinas kependudukan damcgtan sipil kota
Batu ini memungkinkan terwujudnya pelayanan publdd bidang
kependudukan yang bermutu. Guna mendukung pencapaedayanan
kependudukan ini, pemerintah telah menyediakanitéasiagar warga kota
Batu dapat menertibkan biodata kependudukannyahSaltu yang dilakukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bedalah penggratisan
pembuatan akta kelahiran dan KTP (bagi yang belummpunyai).
Instrument pelayanan kependudukan tidak hanya uklk dinas

kependudukan dan pencatatan sipil saja, akan tpthpk kecamatan juga



turut berperan dalam hal ini. Kecamatan sebagahssédtu unsur perangkat
daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintah darermma banyak
sekali pelimpahan wewenang dari pemerintah da&alah satu pelimpahan
wewenang dalam bidang kependudukan, dimana dalanmsalama

kependudukan ini banyak sekali ditemui kendala-kéndntara lain:

1. Masih rendahnya tingkat data/informasi kependudukan

2. Banyaknya jumlah penduduk yang harus ditangani.

3. Keadaan wilayah yang sulit dijangkau (terpencil).

4. Masih banyaknya data kependudukan yang ganda

5. Masih banyaknya kendala yang dihadapi dalam mewmwké&adaan dan

mobilitas penduduk.

Apabila kita lihat berbagai kendala yang ada dataasalah kependudukan
ini maka akan berdampak pada terhambatnya rodaatkegpemerintahan
terutama dalam masalah pengambilan keputusan danetapan

kebijaksanaan pembangunan yang akan diambil petalerpusat maupun

pemerintahan daerah.

Ada tiga peraturan yang membahas masalah pelaypoblik, yaitu
Kepmenpan 63 tahun 2003, Kepmenpan 25 tahun 2@0v U8 nomor 25
tahun 2009. Di dalam penelitian saya ini menggunadi@pmenpan 25 tahun
2004 mengenai pedoman umum pelaksanaan indeks dapumasyarakat,
mengapa? Pertama, karena pada Kepmenpan 25 ta@drdi€laskan lebih

rinci bagaimana pelaksanaan pengukuran yang ddieatpemerintah pusat



untuk mengukur kinerja pelayanan publik. Kedua, ususisur yang
terkandung pada Kepmenpan 25 tahun 2004 lebih riecpalibandingkan
Kepmenpan 63 tahun 2003. Ketiga, jika dibandingdlangan UU no 25
tahun 2009 dengan Kepmenpan 25 tahun 2004 isi stdruah peraturan
memang banyak hal yang sama, akan tetapi di UUSntal2un 2009 tidak
dijelaskan bagaimana penyusunan angket dan peghitgperhitungan

seperti yang tertera pada Kepmenpan 25 tahun 2004.

Pelayanan publik adalah salah satu wujud dan tdgaspemerintahan.
Menurut KepMenPAN 63/Kep/M.PAN/7/2003, pelayananblpu adalah
segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleyelgmggara pelayanan
publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan peneraya@ndn maupun
pelaksanaan ketentuan sesuai peraturan perunddaggan. Dalam
pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan pubdikjerpitah telah
menetapkan standar minimal pelayanan (SPM), tukgadepan diharapkan
agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan sernterj&i pelayanan.
Selanjutnya hasil data yang telah diperoleh damddrt pelayanan minimal
ini diukur dalam menilai efektifitas program yangjah dijalankan dalam
suatu instansi dengan cara penyusunan indeks lapuaasyarakat (IKM).
Penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM) injadesyarat wajib bagi
setiap instansi publik dalam upaya untuk meningkatkualitas pelayanan
publik. Bagi masyarakat, indeks kepuasan masyardigiat digunakan

sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan d#éainsisyang bersangkutan.



Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kependudykag ada di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperlukan genileerdasarkan indeks
kepuasan masyarakat. Dalam Keputusan Menteri Pagdagan Aparatur
Negara No. Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Indeks KepnaMasyarakat,
menyatakan bahwa “Indeks Kepuasan Masyarakat (llkNBlah data dan
informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat ydipgroleh dari hasil
pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atesdapat masyarakat dalam
memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggéagaman publik dengan
membandingkan antara harapan dan kebutuhannya®kdndKepuasan
Masyarakat akan dapat dijadikan acuan sebagai bplaiaian terhadap
unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan danagiepgndorong setiap
unit penyelenggara pelayanan kependudukan untukingieatkan kualitas
pelayanan kependudukan.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk etiéin tentang
pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) padea®Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Batu. Untuk itu penulengambil judul “Indeks
Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik ( Stdi di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah disabutkatas, maka dapat
dirumuskan permasalahan dalam skripsi ini adalah:

“Bagaimana tingkat indeks kepuasan masyarakat daghgelayananan

kependudukan di Dinas Kependudukan dan PencatgidikK8ta Batu?”



. Tujuan Penelitian

Penelitian yang saya lakukan memiliki tujuan:

1. Mendeskripsikan tingkat indeks kepuasan masyaradkahadap
pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatalnk®ijai Batu

2. Mendeskripsikan sejauh mana pelayanan kepanduduykang
diberikan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Petarat@ipil Kota
Batu memenuhi standar kinerja normatif.

3. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambatandal
pelaksanaan pelayanan kependudukan di Dinas Kegekado dan

Pencatatan Sipil Kota Batu

. Manfaat Penelitian

. Manfaat Praktis:

. Memberikan masukan bagi Dinas Kependudukan danafsao Sipil
Kota Batu dalam pelaksanaan pelayanan kependudsédaimgga akan
menghasilkan pelayanan sesuai standar normatif sksuai dengan
kepuasan masyarakat.

. Untuk memperbaiki kinerja pelayanan di bidang adshiasi

kependudukan.

. Manfaat Akademis:

. Untuk menerapkan teori-teori yang di dapat oleh upendengan

menghubungkannya pada praktik di lapangan.



b. Memperdalam dan meningkatkan keterampilan dan ikreest diri dalam
lingkungan yang sesuai dengan disiplin ilmu yamgileki.
c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai saktin bahan kajian dan

sumber informasi pada studi analisis indeks kepuasasyarakat.

E. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah pembahasan maka peneliti menysistematika

pembahasan yaitu sebagai berikut:

BAB| PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini memuat tentang latar belakeumgusan masalah,

tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sist¢ika pembahasan.

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan teoro-teori yang terkaitggeanpermasalahan yang
diangkat yaitu tentang kualitas pelayanan admasstkependudukan yang
didalamnya terdapat indeks kepuasan masyarakat. Waran tersebut

diharapkan dapat memberikan landasan ilmiah dakmlgan skripsi ini

BAB IIl METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang metode penelittary mencangkup
jenis penelitian, pemilihan lokasi dan situs pdral] sumber data, dan

analisis data.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan disajikan hasil-hasil penelitigang terdiri dari

penyajian data, dan pembahasan masalah yang dihiastapsi terkait.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan atas hasil penelitdan saran-saran

peneliti berdasarkan hasil penelitian yang telddkdkan.



BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelayanan Publik
1. Pengertian Pelayanan Publik

Era globalisasi yang dengan kondisi persaingarg yarkup ketat dan
penuh tantangan, aparatur pemerintah dituntut ubts&t memberikan layanan
yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan berasiekiepada kebutuhan
masyarakat. Kualitas layanan kepada masyarakabenjadi salah satu indikator
dari keberhasilan institusi pemerintah sebagai alelmuganisasi birokrasi publik.
Birokrasi public, pada dasarnya dihadirkan untukmierikan pelayanan kepada
masyarakat. Meskipun birokrasi publik memiliki ediri yang berbeda dari
organisasi bisnis, tetapi dalam menjalankan migjuan, dan programnya
menganut prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas,ndemenempatkan masyarakat
sebagastakeholderang harus dilayani secara optimal.

Dalam hal kehidupan bernegara, masyarakat set&puvgelalu menuntut
pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat,skijgun dalam kenyataannya
pelayanan publik yang saat ini masih jauh dari ggag diharapkan. Karena
pelayanan yang seharusnya ditujukan untuk masyasakam cenderung dibalik
menjadi pelayanan masyarakat terhadap birokratkipies tujuan yang didirikan
Negara itu untuk kepentingan masyarakatnya. Artipganerintah (birokrat)

sesungguhnya memberikan terbaik bagi masyarakatnya.



Menurut Osborn dan Plastirk dalam Sinambela (2006nengatakan
bahwa birokrasi seperti yang diharapkan di ataslabdgemerintah milik
masyarakat, yakni pemerintahan yang mengalihkan ewmang kontrol yang
dimilikinya kepada masyarakat, sehingga masyard&pat mengontrol birokrat.
Pemerintah milik masyarakat dapat tercipta apdtiakrat mengerti tugas dan
fungsi mereka.

Berdasarkan UU RI No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelydublik Bab |
Ketentuan Umum Pasal 1 dijelaskan bahwa “Pelaygmdoiik adalah kegiatan
atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhanufelyu pelayanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan bagi setiggavidggara dan penduduk
atas barang, jasa, dan atau pelayanan adminisyiasy disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik”.

Pada dasarnya tujuan pelayanan publik adalah nskawamasyarakat.
Menurut Sinambela (2006:6) untuk mencapai kepudsatituntut kualitas prima
yang tercermin dari:

1) Transparasi, yakni pelayanan yang bersifat terbokalah dan dapat diakses
oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakaarssenemadai serta
mudah dimengerti.

2) Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipergamgjawabkan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

3) Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengarikbnlan kemampuan
pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap bewgpegada prinsip

efisiensi dan efektifitas.



4) Partisipatif, yakni pelayanan yang dapat mendono&igain serta masyarakat
dalam menyelenggarakan pelayanan publik dengan erdiadjikan aspirasi,
kebutuhan dan harapan masyarakat.

5) Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakwaleskriminasi dilihat
dari aspek manapun khususnya suku, ras, agamagaolostatus sosial, dll.

6) Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanag yampertimbangkan

aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayastdik.

Dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa petaygublik adalah
pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat aalgefenggara Negara.
Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentuasaengan tujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hajaadtlegara dalam hal ini
pemerintah haruslah dapat memenuhi kebutuhan nasgakKebutuhan dalam
hal ini bukanlah kebutuhan individual akan tetagriagai kebutuhan yang

sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat.

2. Jenis Pelayanan

Kegiatan dalam proses pelayanan serta produk pelayayang
dihasilkan, dapat dibedakan menjafikeputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003)

a. Jenis Pelayanan Administratif, yaitu jenis pelayayang diberikan
oleh unit pelayanan berupa Kkegiatan pencatatan,elipan,
pengambilan keputusan, dokumentasi dan kegiatarutgtha lainnya
yang secara keseluruhan menghasilkan produk akhiph dokumen,
misalnya, sertifikat, ijin-ijin, rekomendasi, ket@gan tertulis dan
lain-lainnya.

Contoh jenis pelayanan ini adalah : pelayanan figatti tanah,
pelayanan IMB, pelayanan administrasi kependud{Kai, NTCR,
akta kelahiran/kematian).



b. Jenis Pelayanan Barang, yaitu jenis pelayanan gérgyikan oleh
unit pelayanan berupa kegiatan penyediaan dan pésgolahan
bahan berwujud fisik termasuk distribusi dan penyaiannya kepada
konsumen langsung (sebagai unit atau sebagai du#ilji dalam satu
sistem. Secara keseluruhan kegiatan tersebut mstgima produk
akhir berwujud benda (berwujud fisik) atau yanghdigap benda yang
memberikan nilai tambah secara langsung bagi peaasia.

Contoh jenis pelayanan ini adalah : pelayananikjspelayanan air
bersih, pelayanan telepon.

c. Jenis Pelayanan Jasa, yaitu jenis pelayanan yéegildin oleh unit
pelayanan berupa penyediaan sarana dan prasarana se
penunjangnya. Pengoperasiannya  berdasarkan suagiemsi
pengoperasian tertentu dan pasti, produk akhirrgrapga jasa yang
mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara leg@g&n habis
terpakai dalam jangka waktu tertentu.

Contoh jenis pelayanan ini adalah : pelayanan aagkdarat, laut dan
udara, pelayanan kesehatan, pelayanan perbankagpampan pos dan
pelayanan pemadaman kebakaran.

d. Jenis Pelayanan Regulatif, yaitu pelayanan meteoegakan hukum
dan peraturan perundang-undangan, maupun kebijpiblk yang
mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat.

e. Asas Pelayanan Publik
Dalam memberikan pelayanan publik, instgrenyedia pelayanan
publik harus memerhatikan asas pelayanan publity:ya

1. Transparansi

Pemberian pelayanan publik harus bersifat terbukagdah dan dapat
diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan iaksed secara
memadai serta mudah dimengerti.

2. Akuntabilitas

Pelayanan public harus dapat dipertanggungjawaldesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kondisional

Pemberian pelayanan publik harus sesuai denganskalath kemampuan
pemberian dan penerima pelayanan dengan tetapgaegpeada prinsip
efisiensi dan efektifitas.

4. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelemyapelayanan
public dengan memerhatikan aspirasi, kebutuharhdeapan masyarakat.
5. Tidak diskriminatif

Pemberian pelayanan publik tidak boleh bersifakrdignatif, dalam arti

tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gestagéus social dan
ekonomi.

6. Keseimbangan hak dan kewajiban



Pemberi dan penerima pelayanan public harus memenak dan
kewajiban masing-masing pihak
(Mahmudi, 2007:218)

f.  Prinsip-prinsip dan Standar Pelayanan Publik

Sendi-sendi pelayanan menurut Keputusan Menteridd@gunaan
Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedontémum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah sebagaitber

a. Kesederhanaan
Prosedur pelayanan diselenggarakan secara mudatar,lacepat, tidak
berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanak

b. Kejelasan

Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal:

1) Persyaratan teknis dan administratif pelayananikgubl

2) Unit kerja/ pejabat yang berwenang dan bertangguveg) dalam

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhardgland sengketa
dalam pelaksanaan pelayanan publik;

3) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pearaay
c. Kepastian Waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikamdalrun waktu yang
telah ditentukan.
d. Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar ga sah.
e. Keamanan

Proses dan produk pelayanan publik memberikanaiasan dan kepastian
hukum.
f. Tanggung jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejgaag ditunjuk
bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanmarpeta/elesaian keluhan
dalam pelaksanaan pelayanan publik.
g. Kelengkapan sarana dan prasarana

Terjadinya sarana dan prasarana kerja, peralatga Ban pendukung
lainnya yang memadai termasuk penyediaan saranaltei telekomunikasi dan
informatika.
h. Kemudahan akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang nagmatldah
dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatdamologi telekomunikasi
dan informatika.
I. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan



Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopamsdntun, ramah, serta
memberikan pelayanan dengan ikhlas.
j. Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, didesiauang tunggu yang
nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah daratseérta dilengkapi fasilitas
pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, tenfpedah dan lain-lain.

Setiap penyelenggara pelayanan publik harus marstiidar pelayanan
dan dipublikasikan sebagai jaminan kepastian bagepma pelayanan. Standar
pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalaiyef@iggaraan pelayanan
publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan ataugrena pelayanan.

Standar pelayanan publik menurut Keputusan Menpamadxd 63 Tahun
2003 Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Rerdliik dari:

1. Prosedur pelayanan, yaitu prosedur pelayanan ydakukan bagi pemberi
dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.

2. Waktu pelayanan, yaitu waktu pelayanan yang diketagejak saat pengajuan
permohonan sampai dengan penyeleseian pelayamnaasige pengaduan.

3. Biaya pelayanan, yaitu biaya/tarif pelayanan teukasinciannya yang
ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.

4. Produk pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang aktamirda sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan.

5. Sarana dan prasarana, yaitu penyediaan saranarakargma pelayanan yang
memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.

Kompetensi petugas pemberi pelayanan, yaitu kompetpetugas pemberi

pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdas@dagetahuan, keahlian,

ketrampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.

g. Perspektif Pelayanan Publik

Denhardt & Denhardt (dalam Sumartono, 2007) megkapkan bahwa
terdapat tiga perspektif dalam administrasi puldirspektif tersebut adalatd

public service, new public managemet@nnew public service



a. Old Public Service
Perspektif ini menaruh perhatian pada fokus pert@rinpada
penyediaan layanan secara langsung kepada madyaraialui
badan-badan publik. Perspektif ini berpandangarnwhabrganisasi
publik beroprasi paling efisien sebagai suatu sistertutup sehingga
keterlibatan warga Negara dalam pemerintah dibaResispektif ini
berpandangan pula bahwa peran administrator pdlib&tasi dengan
tegas dalam bidang perencanaan, pengorganisasemgelplaan
pegawai, pengarahan, pengkoordinasian, pelapoaamehganggaran.

b. New Public Management
Perspektif ini menekankan penggunaan mekanismetatamnology
pasar sehingga memandang hubungan antara badam-ipadbik
dengan pelanggannya sebagai layaknya transaksi tgajagli antara
penjual dan pembeli. Peran manajer publik berulmkna ditantang
untuk selalu menemukan cara-cara baru dan inogal#fm mencapai
tujuan, atau menswastakan berbagai fungsi yang laedialankan
oleh pemerintah.

c. New Public Service
Perspektif ini menghendaki peran administrator Bublntuk
melibatkan masyarakat dalam pemerintahan dan l@ertugntuk
melayani masyarakat. Dalam menjalankan tugas tef;seb
administrator publik menyadari adanya kompleksitasgygung jawab,
etika, dan akuntabilitas dalam suatu sistem densokAaministrator

yang bertanggung jawab harus melibatkan masyaradak hanya



dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan proguam mencapai
tujuan-tujuan masyarakat. Hal ini harus dilakukatak saja karena
untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baikpigiaga sesuai
dengan nilai-nilai  demokrasi. Dengan demikian, el
administrator publik tidak lagi mengarahkan ataumaeipulasi
insentif tetapi pelayanan kepada masyarakat
h. NPM tentang Pelayanan Publik
Banyak yang harus dikoreksi pada pelayanan publikegara kita yang
saat ini masih dalam tahap pembenahan menuju padgaagan penerima
layanan. Oleh karena itu ada baiknya kita melibegaibnana sektor swasta
dalam menangani para pelanggannya. Kita mengadapiscara sektor swasta
tetapi bukan bertujugprofit orientedmelainkanservice oriented.
a. Sejarah NPM
NPM (New Public Managemenmuncul di tahun 1980an khususnya di New
Zealand, Australia, Inggris, dan Amerika sebagaibak munculnya krisis
Negara kesejahteraan. Paradigma ini kemudian bamgkyebar secara luas
khususnya di tahun 1990an disebabkan karena adaoyaosi dari lembaga
internasional seperti Bank Dunia, IMF, SekretaNagara Persemakmuran dan
kelompok-kelompok konsultan Manajemen. Owen E. KHu@#991) secara
spesifik menegaskan ada enam alasan munculnyaigraadanajemen publik,
yaitu
1. Administrasi publik tradisional telah gagal mendapg@iannya secara efektif

dan efisien sehingga perlu diubah menuju orientasg lebih memusatkan
perhatiannya pada pencapaian hasil kinerja dantailites.



5.

6.

. Adanya dorongan kuat untuk mengganti tipe birokidasik yang kaku

menuju kondisi organisasi publik, kepegawaian, dakerjaan kearah yang
lebih fleksibel.

Perlunya menetapkan tujuan organisasi dan pribactkra lebih jelas dan
ditetapkannya tolok ukur keberhasilan kinerja meleddikator kinerja.
Perlunya para pegawai senior memiliki komitmen tpgolpada pemerintah
daripada sekedar bersifat netral atau nonpartisan.

Fungsi-fungsi yang dijalankan pemerintah hendakisfah disesuaikan
dengan tuntutan sinyal pasar.

Adanya kecenderungan untuk mereduksi peran darsifpegnerintah dengan
melakukan kontrak kerja dengan pihak lain (contngebut) dan privatisasi.

(Islamy dalam Indah, 2007:156)

Sementara itu Martin Minogue (2000) menyebutkaa fga tekanan yang

menyebabkan perlunya perubahan paradigma menujmdmjemen publik,

yaitu :

1. Semakin membesarnya anggaran pemerintah hingganelkian beban
social yang makin berat sehingga ukur pemerintalu gkurangi dan dibuat
lebih efisien.

2. Rendahnya mutu kinerja pemerintah dalam memberngdelayanan kepada
masyarakat.

3. Adanya ideology yang bersifat kontradiktif terhadagrubahab paradigma

pemerintahan yang membuka peluang bagi ditemukarsojasi untuk
meningkatkan kinerja pemerintah dan kereduksi ukumdan peran
pemerintah.

(Indah, 2007:157)

Ketiga faktor tersebut, Owen (1994) menegaskan fajdor lain bagi

perlunya dilakukan perubahan paradigma menuju kearanajemen publik,

yaitu :

1.

2.

3.

Adanya tekanan yang semakin kuat terhadap sekfarkpsehingga sektor
publik menjadi makin tambah besar ukurannya tetapiban dan boros
kinerjanya.

Terjadinya perubahan teori ekonomi yang ditandaigde munculnya teori
ekonomi yang dapat diterapkan di sektor publigubfic choice theoryyang
menegaskan bahwa keuntungan maksimum sektor pdapkt dicapai bila
melibatkan secara penuh peran kekuatan pasar daakisesedikitnya peran
atau campur tangan pemerintah.

Adanya pengaruh globalisasi terhadap sektor pwaikg memaksa setiap
Negara harus meningkatkan keunggulan daya saingnya.



(Islamy dalam Indah, 2007:157)
b. Tujuan NPM

Tujuan New Publik Manajemen adalah untuk merubdnimistrasi publik
sedemikian rupa sehingga bisa lebih bersifat sepertisahaan. Administrasi
publik sebagai penyedia jasa bagi warga harus sakiamn tugasnya untuk
menghasilkan layanan yang efektif dan efisien. ,Tdplain pihak tidak boleh
berorientasi pada laba. Padahal ini wajib bagi aebperusahaan kalau ingin
tetap bertahan dalam pasar yang penuh persaingan.
c. Karakteristik NPM

Konsep tentangew public managemertiood (1991) menegaskan sejumlah
karakteristik (ciri) utama manajemen publik barun daerlunya model baru
administrasi pelayanan publik yang lebih mendasarlai pada beberapa
prinsip berikut:

1. Lebih berfokus pada manajemen bukan pada kebijal@miama pada
terwujudnya sebuah manajemen yang professionamdakktor pelayanan
publik. Sebuah corak manajemen yang aktif, kompetdsm memiliki
keleluasan untuk mengendalikan jalannya kehidupebuah organisasi
sebagai prasyarat untuk mendorong adanya akumégbétas tindakan yang
telah mereka lakukan.

2. Adanya standar yang jelas dan dilakukannya pengmkterhadap kinerja
yang dicapainya. Untuk itu, tujuan dan target Kanérarus dirumuskan dan
ditetapkan dengan jelas.

3. Penekanan yang lebih besar pada pengendalianas®btpu) bukan pada
prosedur. Dengan demikian, aneka sumber daya Ibemar dialokasikan
pada sasaran untuk mencapai target kinerja yangdikur.

4. Pergeseran kea rah adanya tingkat persaingan ysolg besar di dalam
sektor pelayanan publik, baik melalui penerapananiskne kontrak dengan
jangka waktu yang terbatas, mekanisme tender, nmaupenggunaan
mekanisme insentif moneter dan kebebasan dalantiippraknajemen sektor
publik.

5. Penekanan pada pengembangan pola-pola manajemeagaseana
dipraktikkan dalam sektor swasta untuk mendukungbaglkan kinerja
pelayanan publik, terutama penerapan prinsip fteliKksis dalam ikatan kerja
maupun pemberian imbalan atau penggajian.



6.

Adanya pergeseran kea rah pemecahan ke dalam bennaigy organisasi
yang lebih kecil dalam sektor pelayanan publik. twmit organisasi yang
besar dibagi ke dalam sejumlah unit organisasi ybelgh kecil yang
diorganisasikan berdasarkan pada produk layanam y&an diberikan.
Dengan demikian, akan mendorong terciptanya sebuodhorganisasi yang
lebih memungkinkan untuk dapat dikelola secarél®hik.

Penekanan yang lebih besar pada disiplin dan pangimdalam
pengangguran sumber daya, terutama untuk mendulk@mgungkinan
dilakukannya pengurangan terhadap beban biaya Uaggspeningkatan
terhadap beban biaya langsung, peningkatan disipegawai mengurangi
sikap tidak responsive terhadap tuntutan dari aepkkerja, dan mengurangi
biaya atas ganti rugi yang sering kali terjadi @Hes dalam Indah, 2007:157-
159) .

Standar Pelayanan

Untuk dapat mendapatkan pelayanan sebaik mungkia migerlukan suatu

standar pelayanan dalam pelayanan publik sebaganga adanya kepastian

bagi penerima pelayanan. Standar kualitas pelayar@anpakan ukuran dalam

penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditalth pemberi layanan

maupun penerima layanan.

Berdasarkan UU RI No. 25 Tahun 2009 pasal 21, Korapostandar

pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)

9)

Dasar hukum;

Persyaratan;

Sistem, mekanisme, dan prosedur;
Jangka waktu penyelesaian;
Biaya/tarif;

Produk layanan;

Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas;
Kompetensi pelaksana;

Pengawasan internal;



10)Penanganan pengaduan, saran, dan masukan;

11)Jumlah pelaksana;

12)Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayaiiaksanakan
sesuai dengan standar pelayanan;

13)Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalamk bleomitmen
untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahayared&o keragu-raguan;
dan

14)Evaluasi kinerja pelaksana.

B. Kepuasan Masyarakat
1. Pengertian Kepuasan

Kepuasan merupakan respon positif dari pelanggamarth ditunjukkan
dengan hal seperti perasaan senang, terpenuhingpanaatas suatu kinerja dan
pelayanan. Menurut Kotler dalam Arief (2007:165kepguasan merupakan
perasaan senang atau kecewa seseorang yang lmadasperbandingan antara
kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produkh@rapan-harapannya. Hal
ini menunjukkan bahwa kepuasan merupakan fungdgi ldesan kinerja dan
harapan. Jika kinerja berada dibawah harapan, ggdantidak puas. Sebaliknya,
jika kinerja memenuhi harapan pelanggan akan menaess.

Kepuasan itu sendiri dapat disimpulkan bahwa segamam bisa diketahui
mengenai apakah pelanggan puas atau tidak daptklik dengan melihat dari

kesesuaian antara harapan pelanggan dengan pgrskgsinan yang didapatkan.



2. Pengertian Masyarakat

Masyarakat ( terjemahan dari istilabciety adalah sekelompok orang yang
membentuk sebuah sistem semi tertutup atau terhdik@gna sebagian besar
interaksi adalah antara individu-individu yang lgeralalam kelompok tersebut.
Kata society berasal dari bahasa latisocietas yang berarti hubungan
persahabatan dengan kata sosial. Dalam habgietymengandung makna bahwa
setiap anggotanya mempunyai perhatian dan kepamtingsng sama dalam
mencapai tujuan bersama. Menurut Syaikh  Nahyudin Nakhani

(www.wikipedia.org/wiki/masyarakat “sekelompok manusia dapat dikatakan

sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikipgrasaan, serta sistem
atau aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamselbuteimanusia kemudian
berinteraksi sesame mereka berdasarkan kemasléhatan
3. Indeks Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telabtapgkian dalam
keputusan Menteri PAN Nomor 25/ KEP/M.PAN/2/200htéeg Pedoman
Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat uniayd®n Instansi
Pemerintah, yang kemudian dikembangkan menjadi dgurusebagai unsur
minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran sykeguasan masyarakat.

Indeks Kepuasan Masyarakat menurut Perda Pro@m& Jimur Nomor 11
Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik di PropinsiaJaunur adalah’ ukiran
kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan yasediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik berdasarkan stapdiryanan yang telah
ditetapkafl. Dalam hal ini penyelenggaraan pelayanan publik reepariodik.

Untuk melaksanakan penilaian kinerja dilakukan inelpengukuran indeks



kepuasan masyarakat sesuai dengan standar pelapabék masing-masing

penyelenggara pelayanan publik.

Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat akaru@mcauan
bagi unit pelayanan instansi pemerintah dalam m&nyulndeks Kepuasan
Masyarakat, dimana memiliki tujuan untuk mengetatingkat kinerja unit
pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk mkaet&ebijakan dalam
rangka peningkatan kualitas pelayanan publik setayg.

Sasaran yang akan dicapai dalam Indeks Kepuasayakd&st ini adalah:
1) Tingkat pencapaian Kkinerja unit pelayanan instapsmerintah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2) Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayaehimgga pelayanan
dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, bargaya dan berhasil guna.
3) Tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran sertayarssat dalam upaya
peningkatan kualitas pelayanan publik.

Manfaat Indeks Kepuasan Masyarakat antara lain:

1) Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masingagasinsur dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.

2) Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yatah tdilaksanakan oleh
unit pelayanan publik secara periodik.

3) Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu dialabiupaya yang perlu
dilakukan.

4) Dikatahui Indeks Kepuasan Masyarakat secara memyelterhadap hasil

pelaksanaan pelayanan pubik pada lingkup Pemerituaht dan Daerah.



5) Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggeatayanan pada lingkup
Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkataya pelayanan

6) Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentaregjki unit pelayanan.
Sesuai dengan Keputusan Menpan Nomor: Kep/25/M.RRRD4, ada

empat belas unsur dalam menyusun Indeks Kepuasayakékat yaitu:

1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelaygang diberikan
kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaamp&ayanan.

2. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis agdmninistrative yang
diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dgegis pelayanannya.

3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan @gastkan petugas
memberikan pelayanan (nama, jabatan, serta kewanadgn tanggung
jawabnya).

4. Kedisiplinan petugas pelayanan, vyaitu kesungguhastugas dalam
memberikan pelayanan terutama konsistensi waktja lssuai ketentuan
yang berlaku.

5. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keatlharketerampilan yang
dimiliki petugas dalam memberikan atau menyelesajgalayanan kepada
masyarakat.

6. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayaapatdiseleseikan dalam
waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggaiayanan.

7. Keadilan mendapat pelayanan, yaitu pelaksanaarygredla dengan tidak
membedakan golongan atau status masyarakat yayguaiil

8. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasankdéwenangan dan

tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dgelpsaian pelayanan.



9. Kesopanan dan keramahhan petugas, yaitu sikapeatdakp petugas dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sigpamamah serta
saling menghargai dan menghormati.

10.Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan yamakat terhadap
besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.

11.Kepastian biaya pelayanan, yaitu keterjangkauaryanakat terhadap biaya
yang ditetapkan oleh unit pelayanan.

12.Kepastian jadwal pelayanan, yaitu kesesuaian aibiasa yang dibayarkan
dengan biaya yang ditetapkan.

13.Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dasgoeenan yang bersih,
rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan raamay kepada penerima
layanan.

14.Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamdingkungan unit
penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang dejunakehingga
masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pefayertzadap resiko

resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.



BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuatititdengan bersifat
deskriptif, menurut Nazir (2005:54), penelitian gamenggunakan metode
deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti skelompok manusia, suatu
obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiraapun suatu peristiwa
pada masa sekarang.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa lg@me deskriptif
merupakan penelitian yang digunakan untuk mempergémbaran tentang
situasi atau kejadian dengan maksud mengadakan udksim data,
memberikan deskriptif atau gambaran mengenai fenamang terjadi, serta
mendapatkan gambaran mengenai masalah yang dihaéagmelitian
deskriptif pada umumnya merupakan penelitian npotbsis sehingga dalam
langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan higste Analisis data
penelitian ini termasuk riset deskriptif yang mdsg&an keadaan yang
sebenarnya tentang kepuasan masyarakat terhada@ameh yang diberikan
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota.Bat

Metode yang digunakan dalam penelitian deskrgatdlah metode survei,
karena survei digunakan untuk mengukur gejala-gey@ing ada. Survei
dilakukan dengan dengan sampel yang diambil daatusypopulasi dan
menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpularutiate. Survei dapat

memberikan manfaat untuk tujuan-tujuan yang berdiégkriptif, membantu



memperbandingkan kondisi yang ada dengan critenay yelah ditentukan

sebelumnya dan membantu pelaksanaan evaluasi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah ruang atau tempat peér@dé&n mengungkapkan
keadaan yang sebenarnya dari obyek yang akantiditadkasi penelitian
yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lokasnatia penelitian ini
dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambdkasi di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu. Alasselitian di lakukan
di lokasi tersebut adalah karena diantara dinasndydukan yang berada di
Kota Malang dan Kabupaten Malang, masih dikatalem berdiri 10 tahun
seiring berdirinya Kota Batu. Selain itu data kepefukan juga sangat
berpengaruh pada berjalannya suatu daerah, corsataigm hal pemilihan
umum suatu daerah data kependudukan yang valid gada dibutuhkan.
Kota Batu juga merupakan salah satu kota di Indangsng dulunya kota
administratif yang menurut peneliti sangat menauiktuk dipilih lokasi
penelitian. Perbedaan nya dengan kota biasa akataradministratif adalah
wilayah administratif yang dipimpin oleh walikotarainistratif dan bukan
merupakan daerah otonom sebagaimana kotamadya datzu Kota
administratif tidak memiliki DPRD, oleh karena wuali kota administratif

bertanggung jawab kepada bupati kabupaten induknya.



C. Konsep dan Operasional
1. Variabel
Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau rdei orang, obyek
atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yarigtdpkan oleh peneliti
untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugigpr2010:60). Dalam
penelian ini variabel yang digunakan adalah vatiabeggal. Menurut Hadari
dalam Wulansari (2007:45), variabel tunggal adalanabel yang hanya
mengungkapkan variabel tersebut untuk dideskripsikaik unsur atau
faktor-faktor didalam setiap gejala, penelitian eséipini disebut variabel
tunggal. Jadi yang menjadi variabel dalam penalitn (U) adalah 14 unsur
dari IKM.
2. Konsep
Ada satu konsep yang menjadi kajian dalam penelitra yaitu
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publiki dagefinisikan yaitu:
prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kepgstiagas, kedisiplinan
petugas, tanggung jawab petugas, kemampuan pgteggsnan, kecepatan
pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kesopdaa keramahan
petugas, kewajaran biaya pelayanan, kepastian lpaj@yanan, kepastian
jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan, keamaglaryanan.
3. Operasional
Definisi operasional, merupakan suatu uungenelitian yang
memberitahukan bagaimana caranya mengukur suasbghar

Definisi operasional variabel dalam penelitianadalah ;



a. Unsur pelayanan:

Sesuai dengan Keputusan Menpan Nomor : Kep/25/M/B/R004, ada

empat belas unsure dalam menyusun Indeks Kepuasayakékat yaitu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

Prosedur Pelayanan, yaitu kemudahan tahapan palaygang
diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kedemhaan alur
pelayanan;

Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknisdiamistratif
yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sedergan
jenis pelayanannya;

Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dpaskan
petugas yang memberikan pelayanan ( nama, jabataa s
kewenangan dan tanggung jawabnya);

Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhatuggs
dalam memberikan pelayanan terutama konsistensiuwkdeja
sesuai ketentuan yang berlaku.

Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasamenang
dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan da
penyelesaian pelayanan;

Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahtlan
keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikatau
menyelesaikan pelayanan;

Kecepatan pelayanan, vyaitu target waktu pelayanapatd
diseleseikan dalam waktu yang telah ditentukan oletit

penyelenggara pelayanan.



8) Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanatygmnan
dengan sangat membedakan golongan atau status raiagya
yang dilayani.

9) Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dalakpe
petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyaesiaaa
sopan dan ramah serta saling menghargai dan mengtipr

10) Kewajaran biaya pelayanan, yaitu pelaksanaan wadiayanan,
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

11) Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian abias@a yang
dibayarkan dengan biaya yang ditetapkan;

12) Kepastian jadwal pelayanan, yaitu kondisi sarana mlasarana
pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehinggaatd
memberikan rasa nyaman kepada penerimaan pelayanan;

13) Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana darsgpama
pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehinggaatd
memberikan rasa nyaman kepada penerima layanan;

14) Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keama
lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupuanaayang
digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk
mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yehkgodtkan
dari pelaksanaan pelayanan.

4. Skala Pengukuran



Berdasarkan Keputusan Menteri pendayagunaan Apafdégara

Nomor 25/KEP/M.PAN/2.2004 tentang pedoman Umum pkamggaraan

Pelayanan Publik, pembobot masing-masing unsuigsebarikut:

a. Jawaban tidak mudah diberi nilai 1, apabila pela&aa prosedur

b.

C.

d.

pelayanan tidak sederhana, alurnya tidak mudahet lo&rlalu

banyak, sehingga prosesnya tidak efektif.

Jawaban kurang mudah diberi nilai 2, apabila pela&an

prosedur pelayanan masih belum mudah, sehinggaegmys
belum efektif

Jawaban mudah diberi nilai 3, apabila pelaksanassepgur

pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berladilit-tetapi

masih perlu diefektifkan.

Jawaban sangat mudah diberi nilai 4, apabila pafeien prosedur
pelayanan dirasa sangat mudah, sangat sederhdala,bierbelit-

belit sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Model skala demikian dimaknai dengan model skaltedorik,

yaitu model pengukuran sikap yang terdiri dari bapa alternatif

kategori pernyataan yang memungkinkan bagi respondetuk

memberikan alternative penilaian (Ruslan, 2003:194)



Tabel 1

Konsep, Variabel, dan Indeks

1 2 3
Konsep Variabel Indeks
Prosedur Pelayanan |« Tidak Baik
» Kurang Baik
» Baik
e Sangat baik
Persyaratan Pelayanane Tidak Mudah

1eYeleASe|N uesenday Syapu|

Kurang Mudah
Mudah

Sangat Mudah

Kepastian Petugas

Tidak Pasti
Kurang Pasti
Pasti

Sangat Pasti

Kedisiplinan Petugas

Tidak Disiplin
Kurang Disiplin
Disiplin

Sangat Disiplin

Dilanjutkan




1eYRIRASEIN Uesenday syapu|

Tanggung Jawab

Petugas

Tidak Tanggung Jawab
Kurang Tanggung Jawab
Tanggung Jawab

Sangat Tanggung Jawab

Kemampuan Petugas

Pelayanan

Tidak Mampu
Kurang Mampu
Mampu

Sangat Mampu

Kecepatan Pelayanar

Tidak Cepat
Kurang Cepat
Cepat

Sangat Cepat

Keadilan Mendapat

Pelayanan

Tidak Adil
Kurang Adil
Adil

Sangat Adil

Kesopanan dan

Keramahan Petugas

Tidak Sopan dan Ramah
Kurang sopan dan Rama
Sopan dan Ramah

Sangat Sopan dan Rama‘h

Dilanjutkan




1eYRIRASEIN Uesenday syapu|

Kewajaran Biaya

Tidak Wajar

Pelayanan « Kurang Wajar
* Wajar
e Sangat Wajar
Kepatian Biaya « Tidak Pasti

Pelayanan

Kurang Pasti
Pasti

Sangat Pasti

Kepastian Jadwal

Tidak Pasti

Pelayanan » Kurang Pasti

* Pasti

» Sangat Pasti
Kenyamanan » Tidak Nyaman
Lingkungan » Kurang Nyaman

Nyaman

Sangat Nyaman

Keamanan Pelayanar

Tidak Aman
Kurang Aman
Aman

Sangat Aman




D. Populasi dan Sampel
1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdas abyek atau subyek
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertepaumg ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kapulannya (Sugiyono,
2010:117). Populasi dalam penelitian ini adalahyacekat Kota Batu yang
menggunakan layanan di Dinas Kependudukan dan RémecaSipil.
2. Sampel

Menurut Sugiyono (2010:118) sampel adalah bagiam jdanlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi terseb&ampel penelitian adalah
sebagian dari populasi yang diambil sebagian sundaa dan dapat
mewakili seluruh populasi. Berdasarkan Kepmen PANE/M.PAN/2/2004
jumlah sampel 150 orang dari jumpah populasi pereriayanan, dengan
dasar (“jumlah unsur’ + 1) x 10 = jumlah respondéd+1) x 10 = 150
responden.
3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini dilakakdengan teknik
probability samping dengan metodesimple random samplingDalam
Sugiyono (2010:120probability samplingmerupakan teknik pengambilan
sampel yang memberikan peluang yang sama bagpsetisur (anggota)
populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Bakansimple(sederhana)
karena pengambilan anggota sampel dari populaskukbn secara acak

tanpa meemperhatikan strata yg ada dalam poptudasi i



E. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung ld&asi penelitian
melalui kuisioner bagi anggota sampel dan wawandarsgan anggota
sampel, pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatgidix&a Batu.
2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari isstgang berkaitan
dengan permasalahan penelitian berupa -catatamcatdiuku-buku

pedoman organisasi, dan susunan struktur organisasi

F. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian
1. Teknik Pengumpulan Data

a. Kuesinoner, merupakan metode pengumpulan dataunekxhyebaran
daftar pertanyaan yang diajukan sehubungan dengderinpenilaian
kepada responden yang telah dipilih. Jenis pert@anyadalah
pertanyaan tertutup yaitu pertanyaan yang jawalsmangiah ditentukan
terlebih dahulu.

b. Wawancara, yaitu metode yang digunakan untuk mestgfemformasi
secara langsung, mendalam, sangat terstrukturjratwvidual, ketika
seorang responden ditanya pewawancara guna merapkagk
perasaan, motivasi, sikap atau keyakinan, terhadatu topik.

c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan carggadian teori-
teori baik berasal dari literature maupun dari kgem ilmiah yang

berhubungan dengan pokok bahasan.



2. Instrumen Penelitian

a. Angket (kuesioner)
Berupa daftar pertanyaan yang diberikan kepada onelgm
sehingga diperoleh jawaban mengenai informasi gpeylukan.

b. Pedoman Wawancara
Merupakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapseipagai
instrument untuk wawancara.

c. Dokumentasi
Yaitu dengan cara mengadakan penelitian terhaddunaen-
dokumen mengenai gambaran umum tempat penelitianiaih

pegawai, dan hal-hal yang dapat menunjang penelitia

G. Analisis Data
Tujuan dari analisis data secara statistik dalaneltean ini adalah untuk

mengukur besarnya tingkat kepuasan masyarakat degshgpelayanan
kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatafah K®ta Batu.
Sebagai alat pengolahan data secara statistic giedagiitian ini peneliti akan
menggunakan dua analisis data sesuai dengan tdpmmruntuk menjawab
atas masalah yang telah dirumuskan antara lain:
1. Analisis Deskriptif

Analisis yang digunakan untuk menggambarkan kargstik lokasi
penelitian, karakteristik responden, dan distributem masing-masing
variabel. Data yang telah dikumpulkan selanjutnjabdilasi dalam gambar

dan table, kemuadian pembahasan data dalam angienfzse.



2. Indeks kepuasan Masyarakat
Nilai IKM dihitung dari hasil perhitungan tingkainerja masing-masing
unsure kemudian dengan menggunakan “nilai ratateatambang” masing-
masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan indeksidsgan masyarakat
terhadap 14 unsur pelayanan yang dikaji, setiaprupslayanan memiliki
penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:
Jumlah Bobot 1

Bobot rata-rata tertimbang= —= 0,671
Jumlah Unsur 14

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan

pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus:
Total dari Nilai Persepsi Per Unsur

IKM = X Nilai Penimbang
Total Unsur Terisi

Untuk memudahkan interprestasi terhadap penilaid laitu
antara 25 — 100 maka hasil penilaian tersebut glidiikonversikan

dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut

IKM Unit Pelayanan x 25

Nilai rata-rata Indeks kepuasan pelanggan terhakiaglitas
pelayanan masing-masing unsur kepuasan pelangdedap kualitas

pelayanan dikonversikan melalui interval berikut:



Tabel 2

Nilai Persepsi, Nilai interval IKM, Nilai Konversi IKM, Mutu pelayanan dan
Kinerja dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Nilai Interval Nilai Interval Mutu Kinerja Unit Pelayanan
Persepsi IKM Konversi IKM | Pelayanan
1 1,00-1,75 25-43,75 D Tidak Baik
2 1,76 — 2,50 43,76 — 62,50 C Kurang Baik
3 2,51 -3,25 62,51 - 81,25 B Baik
4 3,26 — 4,00 81,26 - 100 A Sangat Baik

Sumber : Kepmenpan No 25 Tahun 2004



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Batu
1. Sejarah Kota Batu

Perkembangan dan pertumbuhan kota yang seiringgadetumbuh
kembangnya tuntutan-tuntutan dari masyarakat untakciptakan manajemen
pemerintah dan pembangunan dan pemberdayaan mniayseang mengarah
kepada pemerintah yang badopd governangedan pemerintahan yang bersih,
berwibawa dan bertanggung jawatle@n governange menuntut pemerintah
Kota Batu untuk menyelenggarakan manajemen perabBent pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat yang lebih akomodatidpirasi serta selaras
dan seiring dengan perkembangan masyarakat.

Pada tahun 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomdrah@n 1950
tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten/Kiata diagkungan Propinsi
Jawa Timur, Batu masih merupakan kecamatan dalagkungan wilayah
Pemerintahan Kabupaten/Kota Malang. Pada tahun ¥&&matan Batu
sebagai Kota Administratif berdasarkan PeraturandPi@tah Nomor 12 tahun
1993 tentang pembentukan Kota Administratif Batulama wilayah
Kabupaten/Kota malang, yang meliputi wilayah KectmaBatu, Kecamatan
Bumiaji, dan Kecamatan Junrejo. Dan pada tahun X0tk Administratif
statusnya kemudian menjadi Kota Batu berdasarkatatfgrUndang Nomor 11

Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Batu yang kbsableh Presiden RI



Tanggal 21 Juni 2001. Kemudian pada tanggal 17 lekt@001, Kota Batu
secara resmi disahkan sebagai Daerah Otonom yamgisaie dari
Kabupaten/Kota Malang dan meliputi tiga kecamatdfeca@matan Batu,
Kecamatan Bumiaji, dan Kecamatan Junrejo) yangrieddri 19 desa serta 4
kelurahan.

Kota Batu yang dulunya merupakan Kota Administrdiih bagian dari
wilayah Kabupaten/Kota Malang. Dengan adanya UU blo@2 tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah ini, Batu yang banyekniliki potensi dan
peluang untuk cepat berkembang sejajar dengankikdgayang ada di Indonesia
tidak membuang kesempatan ini untuk dapat memaksamagembangunan
yang ada di Kota Batu tersebut. Salah satu langkadl yang ditempuh adalah
dengan melepaskan diri dari Kabupaten/Kota Malangar a kegiatan
pembangunan serta pengalihan potensi-potensi ydagda Kota Batu dapat
dilakukan secara insentif, yang pada akhirnya unieiih meningkatkan
kesejahteraan penghidupan masyarakat Kota Batuuridak masyarakatpun
berbuah hasil, sehingga pada 17 Oktober 2001 Kdtai#istratif Batu secara
resmi menjadi Kota yang otonom dan terlepas dalayah Kabupaten/Kota
Malang.

Seiring dengan Kota Batu telah menjadi daerah otorsejak bulan
Oktober 2001, secara tidak langsung arah dan gtieéegembangan Kota Batu
ke depan berbeda pada saat Kota Batu merupakaanbdgii Kabupaten/Kota
Malang. Walaupun ada kesamaan perlu ada penekaswag lgbih insentif
terarah dan terpadu dengan yang lainnya. Peneategt pembangunan Kota

Batu ke depan ini harus berdasarkan potensi sé@m@luruhan yang ada di



Kota Batu baik fisik, social budaya maupun ekondd@dangkan untuk potensi
yang mempunyai prospek pengembangan besar harupemgkanan supaya
potensi tersebut manfaatnya lebih besar, dan geisalpotensi tersebut dapat
mengangkat potensi lainnya supaya dapat berkembang.
2. Letak Geografis

Secara geografis Kota Batu terletak pada posisairan?44'55,11”
sampai dengan®86’35,45” Lintang Selatan dan 1207°10,90” sampai dengan
122°57°00,00” Bujur Timur, Kota Batu merupakan saladtis bagian Wilayah
Provinsi Jawa Timur, mempunyai luas 202,800°Katau sama dengan 20,280
ha, yang terbagi dalam tiga kecamatan yaitu:

«  Kecamatan Batu + 46,377 KrtR2,87%)
: 130,189 Kn64,20%)

. Kecamatan Bumiaji

. Kecamatan Junrejo  : 26,234 Kifi2,93%)

Tabel 3 : Jumlah Penduduk Kota Batu

Jenis
No Kelamin Kecamatan Jumlah
Batu Bumiayji Junrejo
1 | Laki-Laki 48.750 30.328| 25.933| 105.001
2 | Perempuan 47.899 29.790( 25.511| 103.200
208.201

Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jain2@i2

Berdasarkan tabel 3 jumlah penduduk Kota Batu 2f8.jiwa (data
terakhir diambil bulan Januari 2012). Kepadatandpedak dari tiga kecamatan
terletak pada kecamatan Batu, karena semua kegiataarintahan maupun pusat

berkembangnya Kota Batu ada di Kecamatan Batu. indadda kantor-kantor



pemerintahan Kota Batu, pusat perbelanjaan, teregegasi, dan beberapa rumah
sakit.
Kota Batu mempunyai batasan-batasan wilayah alastizra
* Sebelah Selatan : Kecamatan Dau Kabupaten/Kota ngala
Kecamatan Wagir Kabupaten/Kota Mlaang, Gunung Famale dan
Sungai Srandil.
* Sebelah Barat : Kecamatan Pujon Kabupaten Malang
e Sebelah Timur : Kecamatan Karang Ploso Kabupatelarigadan
Kecamatan Dau Kebupaten Malang
» Sebelah Utasa : Kecamatan Pacet Kabupaten/Kotakitbgodan
Kecamatan Prigen Kabupaten/Kota Pasuruan, Gunungin@r
Gunung Kembar dan Gunung Welirang.

Wilayah administratif Kota Batu terbagi menjadjaiwilayah kecamatan
terdiri atas sembilan belas desa, enampuluh tupsurd dan empat kelurahan.
Dari ketiga wilayah kecamatan yang ada di Kota B#tecamatan Bumiaji
memiliki lahan yang paling luas yaitu 130,189 ¥rsedangkan untuk wilayah
kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Batu dan Kecamhtarejo memiliki luas
wilayah masing-masing adalah 46,377 ¥aan 26,234 Krh

3. Keadaan Topografi dan Klimatologi

Keadaan topografi Kota Batu memiliki dua karaktétiyang berbeda
yaitu sebalah utara dan barat merupakan daeramggetnh yang bergelombang
dan berbukit, sedangkan daerah timur dan selatanpalean daerah relative

datar meskipun masih berada pada ketinggi8A0Grm dari permukaan laut.



Keadaan klimatologi Kota Batu memiliki suhu minimu#,9-17°C dan
maksimum 25,627,2C dengan kelembaban udara sekitar 66-95% dan curah
hujan rata-rata 173 mm perbulan dengan memilikulpgnan musim yang
drastic antara musim kemarau dan musim penghujapei@ture rata-rata antara
20°C-24°C temperature ideal untuk menunjang kegiatan pisgan

4. Keadaan Geologi dan Hidrogi
Struktur tanah di Kota Batu merupakan wilayah yasubur untuk
pertanian karena jenis tanahnya merupakan endapaseadleretan gunung yang
mengelilingi Kota Batu. Kemiringan 0-§2.207,21 Ha) merupakan kawasan
yang layak untuk kegiatan budidaya pertanian tanamoatikultura dan tanaman
pangan selain kegiatan pemukiman. Kemiringan 82223,73 Ha) merupakan
kawasan perkebunan, kemiringan 15-4(6.329,22 Ha) sebagian besar
merupakan kawasan yang dikembangkan hutan prodigssihutan lindung.

Kemiringan diatas 40(4.493,33 Ha) merupakan kawasan lindung mutlak.

B. Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaBatu

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baiog yterbentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu nomor 5nT2008 tentang struktur
organisasi dan tata kerja dinas daerah merupakain satu dinas daerah adalah
aparatur pemerintah kota Batu yang mempunyai kddudusebagai unsur
pelaksana pemerintah daerah di bidang kependuddkanpencatatan sipil.
Sesuai dengan peraturan walikota batu nomor 51t2808 tentang penjabaran
tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan PencaapinKota Batu dengan

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara abptérutama dalam



bidang pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kikelwarga (KK) dan Akta
(Akta kelahiran, Akta pengakuan Anak, Akta Pengasahnak, Akta Kematian,
Akta Perkawinan dan Akta Perceraian).

1. Dasar Hukum

a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembamtita Batu

b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun420@éntang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemiriddarah

d. Undang-undang 12 Tahun 2006 Tentang KewarganegaRagublik

Indonesia

e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Admasstr

Kependudukan

f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahu@82t&ntang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tabh t2ntang

pemerintahan daerah

g. Peraturan pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentaatg tara

pertanggungjawaban kepala daerah

h. Peraturan pemerintah republik indonesia Nomor B@rta2006 tentang

cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan repeartzangunan



i. Peraturan pemerintah republik indonesia Nomor @&rtaR008 tentang

pedoman evaluasi penyelenggraan pemerintahan daerah

j. Permendagri Nomor 28 tahun 2005 tentang pedomayefsrggaraan

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil daerah

k. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 23 tahun 280fang pedoman

tata cara pengawasan atas penyelenggaraan petanitiaerah

I.  Peraturan menteri dalam negeri Nomor 1 tahun 28688mhg pedoman

perencanaan kawasan perkotaan

m. Peraturan daerah kota batu nomor 51 tahun 200%ngnpelayanan

pendaftaran penduduk dan akta pencatatan pendu#okadBatu

n. Pertaturan daerah kota batu Nomor 5 Tahun 2008rtgnsusunan
organisasi dan tata kerja dinas daerah.

2. Visi, Misi dan Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil
Kota Batu

a. Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Btu

Adapun Visi dari Dinas Kependudukan dan Pencat&ign Kota

Batu adalah:

‘“TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN YANG

BERORIENTASI PADA KEMUDAHAN PELAYANAN PUBLIK”



b. Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Btu

1) Mengembangkan kebijakan dan sistem serta menyedesicgan
pendaftaran dan pencatatan penduduk untuk menghingaia
kependudukan, penerbitan identitas/dokumen keperadund dan
perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib idigirasi
Kependudukan

2) Mengembangkan kebijakan dan sistem informasi keysuicAn
serta menjalankannya sehingga mampu menyediakarmasi
kependudukan secara lengkap, akurat dan memenpkntegan
publik

3) Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarddaat arti
pentingnya identitas dan status kependudukan

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Perda Kota Batu Nomor 5 Tahun 200&ngrfusunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batakamugas pokok dan

fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rata adalah:

1. Penyiapan perumusan kebijakan dan penyusunan pe@snt teknis

operasional di Bidang Kependudukan dan Pencatapén S

2. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sertaasevalari
pelaporan penyelenggaraan di bidang KependudukarPdacatatan

Sipil



3. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan untiubidang

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

4. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait ddaniy

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

5. Pengelolaan administrasi umum meliputi: ketatausah&euangan,
kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas seeéida

kerumahtanggaan Dinas

6. Pelaksnaan tugas-tugas lain yang diberikan olelaldédpaerah.

3. Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan
Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan PencaSagid terdiri
atas:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipilpmeyai tugas
memimpin, membina, melaksanakan koordinasi, merkarudan melaksanakan
kebijakan, serta penyelenggaraan pengawasan dgda=am kegiatan teknis di
bidang pendaftaran penduduk, perencanaan dan peskegan penduduk serta

pencatatan sipil.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Dinas meyapfungsi:

a) Perencanaan meliputi segala usaha dan kegiatak or@xencanakan,
mempersiapkan, menelaah penyusunan kebijakan tedries program

kerja



b) Pelaksanaan meliputi segala wusaha dan kegiatan k untu

menyelenggarakan urusan yang menjadi tugasnya

c) Pengkoordinasian yang meliputi segala usaha unagiatan guna
mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yangtherban dengan

pelaksanaan tugas

d) Pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan

e) Pengawasan yang meliputi segala usaha dan Kkegiatdok
melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaas teguai

dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan olelikota sesuai

dengan tugas dan fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas bertangmualg langsung
kepada Walikota, sedang pertanggungjawaban dalatandgi admnistrasi
melalui sekretaris daerah

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyosusen
pelaporan program, ketatalaksanaan, ketatausakepegawaian, keuangan,
perlengkapan, kehumasan, urusan rumah tangga dguspekaan serta

kearsipan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut sekretarisw meyaptungsi:



a) Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRAencana

Kerja (RENJA)

b) Pelaksanaan penyusuna Rencana Kerja Anggaran (R#a)

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

c) Penyusunan penetapan kinerja

d) Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatelaks dan

kearsipan serta perpustakaan

e) Pengelolaan urusan kehumusan dan keprotokolan dinas

f) Pelaksanaan admnistrasi dan pembinaan kepegawaian

g) Pelaksanaan admnistrasi keuangan dan pembayarqegayvai

h) Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawabab) (&@angan

1) Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan

j) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang

k) Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja InstansmBrintah

(LAKIP)

[) Penyampaian data hasil pembangunan dan informiasiyka terkait

layanan publik secara berkala melalui web site penad daerah

m) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tug&sndgsn



n) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan olgaldeDinas sesuai

dengan tugas dan fungsi

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang dalam aksgnakan
tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab ké&eguida Dinas.
c. Bidang Pendaftaran Kependudukan
Bidang Pendaftaran kependudukan mempunyai tugasyusemn
perencanaan, merumuskan kebijakan, emlaksanakapirnmean dan pelayanan
serta penyelenggaraan pengawasan dan pengendaliams tdi bidang
admnistrasi  pendaftaran kependudukan dan admnistreromasi
kependudukan. Untuk melaksanakan tugas sebagimaraksiid bidang

pendaftaran kependuudkan mempunyai tugas:

a) Perumusan kebijakan tentang perencanaan, teknisgelmdaan
admnistrasi pendaftaran kependudukan dan admmisttiemasi

kependudukan

b) Pelaksanaan pelayanan pada masyarakat bidang &@sinis
pendaftaran kependudukan dan admnistrasi inforrapsidudukan,

pelaksaan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan Begdakan

c) Pengelolaan data kependudukan

d) Pelaksanaan pendaftran dan pencattan admnistrasdafp@n

kependudukan dan admnistrasi informasi kependudukan



e) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkaitlailg admnistrasi

pendaftran kependudukan dan admnistrasi informggsekdudukan

f) Pengawasan dan pengendalian serta evaluasi danporsia
penyelenggaraan administrasi pendaftaran kependadukian

admnistrasi informasi kependudukan

g) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugak gakdungsi

h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan olgaldeDinas sesuai

dengan tugas dan fungsi

Setiap bidang dipimpin oleh seorang kepala Bidgagg dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertangguaigjkepada kepala

Dinas. Bidang Pendaftaran Kependudukan terdirt atas

1) Seksi Admnistrasi pendaftaran Kependudukan mempunyetugas:

a) Pelaksanaan kebijakan admnistrasi pendaftaran dapekan

b) Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk gemerbitan

Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu keluarg&)

c) Pendaftran perubahan alamat

d) Pendaftran pindah datang penduduk dalam wilayah ulbtiép

Indonesia

e) Pelaksaan pendataan mutasi admnistrasi penduduk



f) Pelaksanaan pendaftaran Warga Negara Indonesgalisgmentara

g) Pelaksanaan pendaftraan pindah datang antar negara

h) Penatausahaan pendaftraan penduduk

i) Pendataan penduduk rentan adminitrasi kependudukan

]) Pemrosesan penerbitan dokumen kependudukan hasdafb@n

penduduk

k) Pelaksanaan prosedur pengadaan dan pendistribddaraun Keluarga

(KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

[) Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksangas dan fungsi

m) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan olepald Bidang

Pendaftran Kependudukan sesuai dengan tugas dgsi fun

2) Seksi Infromasi Administrasi Kependudukan yang mempnyai

tugas:

a) Penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan peageloiformasi

admnitrasi kependudukan

b) Pelaksanaan pengelooan informasi admnistrasi kepekdn yang

meliputi:

1. Pembangunan dan pengembangan jaringan  komunikasi

kependudukan



d)

¢)

h)

j)

2. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lairseyta
jaringan komunikasi data sampai dengan tingakaarketan dan

Desal/kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumelughek

3. Pelaksanaan pembangunan Bank data kependudukan

Penyiapan bahan penyelenggaraan pembangunan dgengzamagn

jaringan komunikasi data

Penyiapan bahan penyediaan pernagkat keras daengiapan
lainnya serta jaringan komunikasi data samapi dengagkat
Kecamatan atau kelurahan sebagai temapt pelayao&nmeén

penduduk

Pelaksanaan operasionalisasi sistem informasi ashnaisi

kependudukan

Penyiapan bahan pembangunan replikasi data kepekaiud

Penyiapan bahan pembangunan bank data kependudukan

Penyiapan bahan pembangunan tempat perekamanegetadkidukan

di kecamatan

Pelaksanaan perekaman data hasil pelayanan peadafianduduk
dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data pemdonnggunakan

sistem informasi admnistrasi kependudukan

Penyajian dan diseminasi infromasi penduduk



k) Perlindungan data pribadi penduduk pada bank agteridudukan

l) Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses Hasil

pendaftaran penduduk serta pencattan sipil

m) Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksangas dan fungsi

n) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan olepaldeBidang

Pendaftran kependudukan sesuai dengan tugas dzsi fun

Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dipimfgh &epala
seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di badeah
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendaftraeritidukan.

d. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Penduduk

Bidang Pendaftaran kependudukan mempunyai tugasyusen
perencanaan, merumuskan kebijakan, emlaksanakapinmean dan pelayanan
serta penyelenggaraan pengawasan dan pengendaliams tdi bidang
admnistrasi  pendaftaran kependudukan dan admnistregromasi
kependudukan. Untuk melaksanakan tugas sebagimaraksiid bidang

pendaftaran kependuudkan mempunyai tugas:

a) Perumusan kebijakan tentang perencanaan, teknisgejodaan
admnistrasi pendaftaran kependudukan dan admnistriasmasi

kependudukan



b) melaksanaan pelayanan pada masyarakat bidang adsinis
pendaftaran kependudukan dan admnistrasi informpsitdudukan,
pelaksaan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan Bedakan

c) Pengelolaan data kependudukan

d) Pelaksanaan pendaftran dan pencattan admnistrasiafb@n

kependudukan dan admnistrasi informasi kependudukan

e) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkaitlailyy admnistrasi

pendaftran kependudukan dan admnistrasi informeggsehkdudukan

f) Pengawasan dan pengendalian serta evaluasi darporsia
penyelenggaraan administrasi pendaftaran kependudullan

admnistrasi informasi kependudukan

g) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugak gakdungsi

h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan olepalieDinas

sesuai dengan tugas dan fungsi

Setiap bidang dipimpin oleh seorang kepala Bidamggy dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertangguaigjkepada kepala

Dinas. Bidang Pendaftaran Kependudukan terdirt atas

1) Seksi Admnistrasi pendaftaran Kependudukan mempunygtugas:

a) Pelaksanaan kebijakan admnistrasi pendaftaran dapekan



b) Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk periarbitan

Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu keluarg&)

c) Pendaftran perubahan alamat

d) Pendaftran pindah datang penduduk dalam wilayah ulbtiép

Indonesia

e) Pelaksaan pendataan mutasi admnistrasi penduduk

f) Pelaksanaan pendaftaran Warga Negara Indonesgatisgmentara

g) Pelaksanaan pendaftraan pindah datang antar negara

h) Penatausahaan pendaftraan penduduk

I) Pendataan penduduk rentan adminitrasi kependudukan

j) Pemrosesan penerbitan dokumen kependudukan hasilaf@n

penduduk

k) Pelaksanaan prosedur pengadaan dan pendistridl(eianKeluarga

(KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

l) Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksangas dan fungsi

m) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan olepald Bidang

Pendaftran Kependudukan sesuai dengan tugas dgsi fun



2) Seksi Infromasi Administrasi Kependudukan yang mempnyai
tugas:
a) Penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan peagelol
informasi admnitrasi kependudukan
b) Pelaksanaan pengelooan informasi admnistrasi keplekdn yang
meliputi:
1. Pembangunan dan pengembangan = jaringan komunikasi
kependudukan
2. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan laiseyt
jaringan komunikasi data sampai dengan tingakagrkatan dan

Desa/kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumelughek

3. Pelaksanaan pembangunan Bank data kependudukan

4. Penyiapan bahan penyelenggaraan pembangunan dan

pengembanagn jaringan komunikasi data

5. Penyiapan bahan penyediaan pernagkat keras danglepan
lainnya serta jaringan komunikasi data samapi dertgeagkat
Kecamatan atau kelurahan sebagai temapt pelayableumen

penduduk

6. Pelaksanaan operasionalisasi sistem informasi ashnaisi

kependudukan

7. Penyiapan bahan pembangunan replikasi data kepekaiud



8. Penyiapan bahan pembangunan bank data kependudukan

9. Penyiapan bahan pembangunan tempat perekaman data

kependudukan di kecamatan

10. Pelaksanaan perekaman data hasil pelayanan peadafta
penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhirata da
penduduk menggunakan sistem informasi admnistrasi

kependudukan

11. Penyajian dan diseminasi infromasi penduduk

12. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data

kependudukan

13. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses raesil

pendaftaran penduduk serta pencattan sipil

14. Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksangas tlan

fungsi

15. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan olgaldeBidang

Pendaftran kependudukan sesuai dengan tugas dgsi fun

Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dipimigh Kepala
seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bdavabertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Pendaftran Kependudukan.

e. Bidang Catatan Sipil



Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas merencanaka
mengkordinasikan, melaksanakan, dan mengndalikama smengvaluasi
program dan kegiatan di bidang pencatatan sipitukJmelaksanakan tugas

sebagiman dimaksud Bidang pencattan Sipil mempuopgsi:

a) Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta pencatatpih @lam
sistem administrasi kependudukan

b) Pengeloaan admnistrasi pencatatan sipil

c) Pengkoordinasian pelayanan pencatatan sipil

d) Penyimpanan dan pemeliharaan akta pencatatan sipil

e) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugésnigsn

f) Pelaksanaa tugas-tugas lain yang diberikan olelalgdpinas sesuai

dengan tugas dan fungsi

Setiap bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidaaggydalam
melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanguaipgjkepada Kepala

Dinas. Bidang Pencatatan Sipil terdiri atas:

1) Seksi kelahiran dan Kematian mempunyai tugas:

a) Pembantuan pelaksanaan pencatatn dan penerbitaparkubkata

kelahiran dan kematian
b) Penerimaan usulan pencatatan akta kelahiran darkektatian
c) Penyiapan bahan pencattan akta kelahiran dan aektatlkan

d) Pelaksanaan penelitian persyaratan pencatatankalkibiran dan akta

kematian



e) Penyiapan bahan pencatatan dan penerbitan kutigankelahiran dan

akta kematian

f) Pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan bukteredgs arsip

g) Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalst@msiadmnistrasi

kependudukan meliputi:

1.Pencatatan kelahiran

2.Pencatatan lahir mati

3.Pencatatn kematian

4.Pencatatn perubahan nama

5.Pencatatan perubahan status kewarganegaraan
6.Pencatatan peristiwa penting lainnya
7.Pencatatan perubahan dan pembatalan akta

8.Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatai@n si

h) Penatausahaan dokumen pencatatan sipil

)

2)

Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksangas dan fungsi

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan olelpalde Bidang

Pencatatn Sipil sesuai dengan tugas dan fungsi

Seksi Perkawinan perceraian, pengakuan dan Pengesain Anak

mempunyai tugas:

a) Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalstensiadministrasi

kependudukan yang meliputi:

1. Pencatatan perkawinan



2. Pencatatan perceraian
3. Pencatatan pengakatan anak, pengakuan anak dagspkae anak
4. Pencatatan perubahan dan pemabatalan akta
5. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatai#n si
b) Penatausahaan dokumen pencatatn sipil
c) Pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan bukteredgs arsip
d) Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksangas dan fungsi

e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan olelpalie Bidang
Pencatatan Sipil

Masing-masing seksi sebagimana dimaksud dipimph &lepala Seksi
yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah daan@gungjawab
kepada Kepala Bidang Pencatatan Sipil.

4. Keadaan Personalia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sepenty ditetapkan oleh
Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentangtgtrorganisasi pemerintah
daerah, dinas kependudukan san pencatatan sipdistengan struktur organisasi
sebagaimana tertuang dalam peraturan daerah KataN®a5 tahun 2004 tentang
susunan organisasi dan tata cara dinas daerahB&bta disukung ketersediaan
sarana dan prasarana SKPD, sistem prosedur yangdsaka jumlah pegawai dan
penyediaan anggaran yang memadai. Dinas Kependudidm Pencatatan Sipil

Kota Batu didukung oleh sumber daya manusia (SDBJunslah 58 orang



pegawai yaitu, 47 pegawai negeri sipil, 9 pegawa RNS, dan 2 tenaga kontrak

SKPD. Data-data pegawai berserta golongannya déjett pada lampiran 1.

5. Jenis Layanan yang disediakan

Ada berbagai jenis layanan yang ada di Dinapelkdudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Batu yaitu:

o

Pembuatan baru, penggantian, perubahan KK
b. Pembuatan baru, perpanjangan, perubahan KTP
c. Pembuatan Surat pindah keluar

d. Pembuatan Akta Kelahiran

e. Pembuatan Akta Kematian

f. Pembuatan Akta Perkawinan (non muslim)

g. Pembuatan Akta Perceraian (non muslim)

h. Pencacatan pengangkatan anak

I. Pencacatan pengesahan anak

j. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan

k. Pencatatan pengakuan anak

Ke sebelas jenis layanan yang ada di Dinas Keperk@mddan Pencatatan
Sipil tersebut yang sering dipergunakan masyarkké Batu adalah pelayanan
KK, KTP, Akta kelahiran dan surat pindah. Sedangkaencatatan akta
perkawinan dan akta perceraian yang dilakukan wagiini hanya pencatatan

perkawinan non muslim saja. Kemudian akta kematiang jarang sekali



dipergunakan penduduk Kota Batu. menurut pengamagtaneliti yang
kebanyakan mengurus akta kematian itu warga Kota #&ng keturunan warga
Tionghoa. Pengurusan pengakuan anak, pengesahandamaengangkatan anak
sebelum pemohon mengurus di dinas ini ada surardajan dari pengadilan
agama yang sudah secara sah ditetapkan, sehingga @i hanya untuk
penerbitan akta si anak tersebut.

6. Jam Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatat&ipil Kota

Batu

Untuk melayani masyarakat, dinas kependudukan nug@apunyai jam
kerja yang berbeda, dibagi menjadi dua. Yaitu jarmakbagian loket dan jam

kerja bagian pegawai selain loket.

Tabel 4 : Jam Pelayanan dan Jam Istirahat Pelayankaat

Jam Pelayanan Senin — Kam»s08.00 — 15.00
Jumat - 08.00 — 14.00
Jam Istirahat Senin — Kami3 12.00 — 13.00
Jumat - 11.00 - 13.00

Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2012

Jam pelayanan loket dan jam kerja pegawai yang tidatugas di loket
berbeda. Sebelum pegawai membuka pelayanan setigqydn masuk pada pukul
07.30 WIB melaksanakan apel pagi kecuali hari sefdan jum’at. Kemudian

pegawai yang tidak bertugas di loket jam pulangekeukul 15.30 WIB.



C. Gambaran Umum Responden

Mengenai gambaran umum responden, yang menjads fdkwsini adalah
masyarakat Batu yang membutuhkan pelayanan dimekesil yang diambil
berada di Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sqi# Batu. Berikut ini
merupakan beberapa gambaran frekuensi yang bekdasatas usia, jenis

kelamin, status pendidikan, jenis pekerjaan.

1. Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, sekityar 58,67% atayuiméah 88 orang
merupakan responden laki-laki dan sisanya 41,33%gate jumlah 62 orang

adalah responden wanita.

Tabel 5 : Distribusi Frekuensi Responden Berdasaikais Kelamin

No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase

1. Laki-Laki 88 orang 58,67

2. Perempuan 62 orang 41,33
JUMLAH 150 orang 100

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2012
Berdasarkan hasil angket dan pengamatan penskfpagian besar
pengunjung Dinas Kependudukan dan PencatatankQital Batu adalah laki-laki.
Hal ini ditunjukan selama peneliti membagikan anglemlah lakilaki lebih

dominan dibandingkan jumlah perempuan yang datardjrias ini.



2. Usia
Dari total 150 orang, 26% responden dengan jum@abrang merupakan
usia antara 15 sampai dengan 24 tahun, kemudiand&8fgan jumlah 57 orang
merupakan usia antara 25 sampai 34 tahun, untakjsgiya 21,33% dengan
jumlah 32 orang berada di usia 35 sampai dengdaahtsh, 9,33% dengan jumlah
14 orang berada di usia 45 sampai 54 tahun, dakhier5,34% dengan jumlah 8

orang berada pada kisaran usia antara 55 samggaméd tahun.

Tabel 6 : Distribusi Frekuensi Responden Berdasasia

No. Usia Jumlah Persentase
1. 15-24 39 orang 26
2. 25-34 57 orang 38
3. 35-44 32 orang 21,33
4. 45 — 54 14 orang 9,33
5. 55-64 8 orang 5,34
JUMLAH 150 orang 100

Sumber: Data Primer Yang diolah, 2012

Berdasarkan tabel 6 dari 150 responden yang meargg&et dapat ditarik
kesimpulan, masyarakat Kota Batu rata-rata yangngdgike Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Batu didominasi oleh peaauktif yaitu usia 25 tahun
sampai 34 tahun. Kemudian usia 15 sampai 24 talge (nendominasi ke dua,
menurut pengamatan penetili kedua jenjang usi@liatsyang sering mengurus

administrasi kependudukan. Jenis pelayanan yampsgigunakan kedua jenjang



umur tersebut diantaranya: KTP baru, pemecahan Kikarehakan sudah

menikah, ganti status perkawinan, pembuatan aklahiken anak, dan surat

pindah.

3. Pendidikan Terakhir

Dari total 150 responden bila dilihat dari statengidikan terakhir dapat

dilihat bahwa responden yang berprndidikan teral8fir sebanyak 17 orang

(17%), SMP berjumlah 27 orang (18%), SMA berjun&horang (65%), D1-D3

berjumlah 11 orang (7,33%), S1 berjumlah 34 ord&f®)6(7%), dan S2- keatas

berjumlah 6 orang (8%).

Tabel 7: Distribusi Frekuensi Responden Berdasastatus Pendidikan Terakhir

No. Pendidikan Terakhir Jumlah Persentase
1. SD 17 orang 11,33
2. SMP 27 orang 18
S8 SMA 55 orang 36,67
4. D1-D3 11 orang 7,33
5. Sl 34 orang 22,67
6. S2 - keatas 6 orang 4
JUMLAH 150 orang 100

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2012

Menurut tabel 7 diatas, dari 150 responden yangdommas pendidikan

terakhir responden adalah SMA. Hal ini juga berpeuly dari pekerjaan utama

rata-rata masyarakat Kota Batu yang rata-rata waak maupun petani. Melihat



keadaan Kota Batu dari segi pendidikan memang kelkan sekolah SD sampai

SMA saja, jika ingin melanjutkan ke perguruan tiniggrus ke Kota Malang. Hal

ini mungkin mempengaruhi tingkat pendidikan maskar#ota Batu.

4. Pekerjaan Utama

Dari total 150 responden, bila dilihat dari jenekprjaan utama dapat dilihat

bahwa responden yang bekerja sebagai PNS/TNI/PGidRhnyak 19 orang

(12,67%), Pegawai Swasta 28 orang (18,67%), Wirsiswsebanyak 33 orang

(22%), Pelajar/Mahasiswa sebanyak 24 orang (16%tgn sebanyak 15 orang

(10%), dan untuk kategori lain-lain sebanyak 31grg20,66%).

Tabel 8: Distribusi Frekuensi Responden Berdasafekerjaan Utama

1 2 3 4
No. Pekerjaan Utama Jumlah Persent
1. PNS / TNI/ POLRI 19 orang 12,67
2. Pegawai Swasta 28 orang 18,67
3. Wiraswasta 33 orang 22
4. Pelajar/Mahasiswa | 24 orang 16
5. Petani 15 orang 10
6. Lain-Lain 31 orang 20,66
JUMLAH 150 orang 100

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2012

ase

Menurut tabel 8 diatas, dari 150 responden pergtibminasi oleh pekerjaan

wiraswasta. Bila dilihat dari gambaran umum KotduBaagian keadaan geologi



dan hidrogi, Kota Batu merupakan wilayah yang sulntuk pertanian maupun
tanaman hortikultura dan tanaman pangan. Penaptitdmenyimpulkan, rata-rata
masyarakat Kota Batu sudah banyak meninggalkaregir@ebagai petani dan
berganti profesi sebagai pedagang. Faktor penyghdiisa dari Pemerintah Kota
Batu yang belum tampak menjaga kualitas dari hpsikebunan apel batu

sehingga kalah bersaing dengan apel-apel import.

D. Deskripsi Tingkat Kepuasan Masyarakat

Dalam variabel tingkat kepuasan masyarakat terhagéyanan publik (U)
yang berdasarkan Kepmen PAN Nomor: Kep/M.PAN/2/2@@dlapat empat

belas sub variabel yaitu:

1) Prosedur Pelayanan

2) Persyaratan Pelayanan

3) Kejelasan Petugas Pelayanan

4) Kedisiplinan Petugas Pelayanan

5) Tanggung Jawab Petugas Pelayanan
6) Kemampuan Petugas Pelayanan

7) Kecepatan Pelayanan

8) Keadilan mendapat pelayanan

9) Kesopanan dan keramahan petugas
10)Kewajaran biaya pelayanan
11)Kepastian biaya pelayanan

12)Kepastian jadwal pelayanan



13)Kenyamanan lingkungan

14)Keamanan pelayanan

Berdasarkan data hasil penelitian dilapangan eita-kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan di Dinas Kependudukan dan ReacaSipil Kota Batu
mencapai 78,73 dengan kata lain kualitas pelaydmalai B dalam kategori baik
atau puas. Tingkat kepuasan pelanggan terhadaptasuglelayanan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu dajibtiddari kriteria yang

dihitung dengan cara sebagai berikut:

Nilai Minimal = (1:4) x 100 = 25

Keterangan:

1 = skor terendah tingkat kinerja / kenyataan

4 = skor tertinggi kinerja / kenyataan

Nilai Ideal (puas) = (4:4) x 100 = 100

Keterangan:

4 = skor tertinggi tingkat kinerja / kenyataan
4 = skor tertinggi tingkat kepentingan / harapan

Berdasarkan nilai diatas, maka penulis mengaca gagmen PAN no. 25

tahun 2004, bahwa rentang dan panjang kelas integbagai berikut:

Rentang : 100 — 25 =75

Panjang kelas intervab> 75:4 =18, 75



Dengan panjang kelas interval 18,75 dan nilai maii 25, maka dapat

dibuat kriteria seperti yang tertera pada tabel 2.

Mengenai frekuensi deskriptif dari tiap-tiap indiér tersebut dijelaskan

lebih lanjut sebagai berikut:

a. Prosedur Pelayanan
Kemudahan prosedur yaitu tahapan pelayanan yangrikhb kepada
masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan aluaypeln. Ditinjau dari prosedur
pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan Rincatatan Sipil Kota
Batu, sebagian besar responden menyatakan mudaértiSercantum pada table
berikut ini:

Tabel 9: Distribusi Frekuensi Tentang ProseduryReian

No. INTERVAL KRITERIA f %

1. |1,00-1,75 Tidak Mudah 11 7,33

2. | 1,76 — 2,50 Kurang Mudah 32 21,33

3. 1251-3,25 Mudah 79 52,67

4. | 3,26 — 4,00 Sangat Mudah 28 18,67
JUMLAH 150 100

Sumber: Diolah Dari Data Primer , 2012

Berdasarkan tabel 9, dari total 150 responden dilihat dari penilaian
terhadap aspek kemudahan dalam memberikan pelgyselaanyak 11 responden
(7,33%) menyatakan tidak mudah, 32 responden (2d),38enyatakan kurang
mudah, 79 responden (52,67%) menyatakan mudah28aesponden (18,67%)

menyatakan sangat mudah.



Ada 4 kriteria penilaian dalam prosedur pelayan®ertama, prosedur
pelayanan tidak mudah yang artinya prosedur petayéidak sederhana dan tidak
mudah. Kedua, kurang mudah yang artinya prosediayg@an masih belum
mudah sehingga belum efektif. Ketiga, prosedur yaglan mudah yang artinya
prosedur pelayanan yang dirasa mudah bagi masyaman tetapi perlu
pembenahan sedikit hingga efektif. Keempat, prasgdlayanan sangat mudah
yang artinya prosedur pelayanan yang untuk menkiapaya secara mudah dan
sangat sederhana.

Kecenderungan sikap masyarakat pengguna layanBinds Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Batu menilai prosedurayzian administrasi
kependudukan mudah. Tetapi ada juga sebagian yangamkurang mudah. Dari
hasil wawancara saya terhadap beberapa respondegatakan bahwa kurang
adanya komunikasi antara pihak desa/kelurahangnka@n dengan dinas ini. Hal
ini mengakibatkan beberapa prosedur yang ada di m@sipun kecamatan setelah
dibawa ke dinas ini persyaratan ada yang kurangin§ga responden-responden
menyarankan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 8ipih Batu lebih
memberikan prosedur-prosedur yang jelas ke setesa/dkelurahan maupun
kecamatan.

Sementara dari wawancara dengan Kepala Bidang Kedakan Bapak Aries
Imam Wahyono, menyatakan bahwa sebenarnya jika armssyt Kota Batu
mengerti alur yang jelas prosedur pelayanan menjadiah tanpa harus membayar
lebih pada calo maupun perangkat desa. Dikatakata pgahwa Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu inesughensosialisasikan dan

membagikan pedoman alur pelayanan kependudukaretiagp skecamatan yang



nantinya kecamatan tersebut memberikan informasekiap desa atau kelurahan.
Tetapi setelah ada beberapa keluhan masyarakais dim akan mengkoreksi
kembali beberapa keluhan akan kesalah pahamarmaaliwas dengan kecamatan.
b. Persyaratan Pelayanan

Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis akministratif yang
diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengas pelayanannya.
Ditinjau dari persyaratan pelayanan yang diberiak@ih Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batu sebagian responden rekaa sesuai, seperti
tercantum pada tabel 10.

Tabel 10: Distribusi Frekuensi Tentang PersyarReayanan

No. INTERVAL KRITERIA f %
1. | 1,00-1,75 Tidak Sesuai 9 6
2. | 1,76 — 2,50 Kurang Sesuai 30 20
3. [251-3,25 Sesuai 90 60
4. | 3,26 — 4,00 Sangat Sesuai 21 14

JUMLAH 150 100

Sumber : Diolah Dari Data Primer , 2012

Dari total 150 responden bila dilihat dari peniteierhadap aspek kemudahan
persyaratan secara administratif, sebanyak 9 relgmoi6%) menyatakan tidak
sesuai, 30 responden (20%) menyatakan kurang se8Qaresponden (60%)
menyatakan sesuai, dan 21 responden (14%) mengatakgat sesuai.

Ada 4 kriteria penilaian dalam persyaratan pelagafaéertama, Tidak Sesuai

yang artinya persyaratan pelayanan yang begituakapgng tidak dijangkau oleh



masyakarat. Kedua, belum sesuai yang artinya patsyapelayanan masih belum
sesuai dengan syarat yang ada. Ketiga, sesuai gdimya semua persyaratan
pelayanan sudah sesuai dan dapat dijangkau maayaakéin tetapi masih ada
sedikit pembenahan. Keempat, sangat sesuai yamyaagersyaratan pelayanan
yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakatl@pat menjangkau semua
lapisan masyarakat.

Berdasarkan wawancara dari beberapa respondetafikdanyak responden
menilai persyaratan dengan jenis pelayanannya iselika untuk mendapatkan
pelayanan pada loket pendaftaran berkas disyaratlams antri sesuai nhomor
antrian yang disediakan, maka dalam kenyataannyeekaneharus antri untuk
mendpatkan pelayanan.

Sedangkan menurut pendapat petugas loket penduaftara lbu Sri Lestari,
kemudahan prosedur pelayanan diartikan beberapganaéat terlalu berbelit-belit.
Sebenarnya bukan berbelit-belit, tetapi semua #ependudukan mengurusnya
harus dari RT RW setempat, kemudian desa/kelurdalankecamatan dan terakhir
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Setelah diamati, pada Dinas Kependudukan dan ReanaBipil Kota Batu,
tampak alur bagaimana tata cara mengurus layanpandeadukan dan sudah
tersedia pegawai pada bagian yang memberikan nantoan sekaligus memberi
informasi mengenai syarat-syarat pengguna layangperidudukan. Sehingga
setelah masyarakat tersebut ada di loket pendaftseaua sudah lengkap.

c. Kejelasan Petugas Pelayanan
Kejelasan petugas pelayanan yaitu, keberadaan epastan petugas yang

memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewemasi@a tanggung jawab).



Ditinjau dari kejelasan petugas pelayanan vyang rifliise oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, sabagisponden menyatakan
mudah, seperti tercantum pada tabel 11.

Tabel 11: Distribusi Frekuensi Tentang Kejelasaiudas Pelayanan

No. INTERVAL KRITERIA f %

1. | 1,00-1,75 Tidak Jelas 10 6,67

2. | 1,76 — 2,50 Kurang Jelas 36 24

3. |251-3,25 Jelas 76 50,66

4. | 3,26 —4,00 Sangat Jelas 28 18,67
JUMLAH 150 100

Sumber : Diolah Dari Data Primer, 2012

Berdasarkan tabel 11, dari total 150 respondemdakspek kejelasan petugas
dalam memberikan pelayanan, sebanyak 10 resposg@r?g) menyatakan tidak
jelas, 36 responden (24%) menyatakan kurang jédamjudian sebanyak 76
responden (50,66%) menyatakan jelas, dan 28 respo(iB,67%) menyatakan

sangat jelas.

Ada 4 kriteria penilaian yang ada dalam Kejelasatugas. Petama, Tidak
jelas yang artinya petugas sama skali tidak menmgukgterampilan dalam
menyampaikan prosedur maupun syarat pelayananggghmasyarakat tidak bisa
menangkap. Kedua, kurang jelas yang artinya, kselgpetugas pelayanan yang
secara keterampilan penyampaiannya dirasa masingujelas. Ketiga, jelas
artinya petugas dalam penyampaian hal pelayanaadkemasyarakat dinilai jelas

akan tetapi perlu menyederhanakan kembali penjelgsa Keempat, sangat jelas



artinya penjelasan petugas pelayanan dirasa cuka@nderti dan dipahami oleh
masyarakat sehingga masyarakat paham akan pradadyersyaratan yang ada di

dinas ini.

Berdasarkan wawancara dari beberapa respondenratatanereka sudah
mengaku jelas yang dijelaskan oleh petugas pelayarsmg ada di Dinas
Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Batu. Tetegsih ada beberapa yang
menyatakan kurang jelas, alasannya berkas yand slislkerahkan dan sudah jatuh
tempo pengambilan ternyata ada beberapa yang mpesiting. Sehingga petugas

operator tidak bisa mengerjakan dan itu juga mashunggu waktu lagi.

Sementara itu hasil dari wawancara petugas lokai lfau Sri Lestari, berkas
yang ter-pending penyebabnya adalah data yang slidlampulkan tidak sesuai
dengan database yang ada. Oleh karena itu masyatahimta untuk meminta
melengkapi kembali berkas yang ada contohnya: d«at&rangan domisili yang

diterbitkan oleh desa/kelurahan.

d. Kedisiplinan Petugas Pelayanan

Kedisiplinan petugas pelayanan, vyaitu kesungguhagtugas dalam
memberikan pelayanan terutama terhadap konsistexkdu kerja sesuai ketentuan
yang berlaku. Ditinjau dari kedisiplinan petugasapanan yang diberikan Dinas
Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Batu, sabagisponden menyatakan

disiplin, seperti tercantum pada tabel 12



Tabel 12: Distribusi Frekuensi Tentang Kedisiplifatugas Pelayanan

No. INTERVAL KRITERIA f %

1. | 1,00-1,75 Tidak Disiplin 9 6

2. | 1,76 -2,50 Kurang Disiplin 39 26

3. | 2,51-3,25 Disiplin 75 50

4. | 3,26 — 4,00 Sangat Disiplin 27 18
JUMLAH 150 100

Sumber: Diolah Dari Data Primer, 2012

Dari total 150 responden, bila dilihat dari peralaiterhadap aspek tingkat
kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayandmmngak 9 responden (6%)
menyatakan tidak disiplin, 39 responden (26%) mtakgn kurang disiplin,
kemudian 75 responden (50%) menyatakan disiplim 2a responden (18%)
menyatakan sangat disiplin.

Ada 4 kriteria penilaian tentang kedisiplinan pesigelayanan. Pertama, tidak
disiplin artinya petugas yang melayani membuka tlcd@ngat terlambat sekali
sehingga menimbulkan penumpukan dikursi tungguuellurang disiplin artinya
petugas pelayanan mengalami keterlambatan kuramg 1da menit. Ketiga,
disimpin artinya petugas pelayanan sudah tepatunakan tetapi masih ada yang
tidak ada di kursi loket. Keempat, sangat disipdiriinya petugas pelayanan
bersama-sama secara tepat waktu sesuai yang testiagadwal membuka loket.

Dari hasil wawancara beberapa responden, diperéktierangan bahwa
petugas pelayanan loket di Dinas Kependudukan @mcaeatan Sipil Kota Batu

rata-rata sudah disiplin pada waktu pelayanan.uy@énin dibuka pada jam 09.00



WIB karena setiap senin ada upacara di Pemerintiota Batu, Selasa sampai
kamis dibuka pukul 08.00 WIB. Dan Jumat dibuka pu&i130 WIB. Kadang kala
ada penumpukkan bagian pengambilan dikarenakan petaigas bagian
pengambilan yang sedang Dinas luar ke kecamatak am¢mbantu pembuatan E-
KTP. Kemudian tidak sebagian besar responden makeyajpetugas tidak disiplin
berjumlah 39 orang diakibatkan secara rutin petlmjeet juga mendapatkan piket
untuk pembuatan E-KTP ke kecamatan-kecamatan maw@sa yang jauh
sehingga menurut beberapa orang diantara 39 ceasgput menjadi tidak disiplin.

Sementara hasil wawancara dengan Kepala seksidaeaan Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil, Ibu lamye@iti. Beliau menjelaskan
bahwa kedisiplinan petugas dapat dinilai bagaimana pelayanan loket sesuai
dengan peraturan yang ada. Waktu pelayanan sempasgumat sesuai dengan
jadwal pelayanan yang telah ditentukan.
e. Tanggung Jawab Petugas Pelayanan

Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasamenang dan tanggung
jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelgsaiayanan. Ditinjau dari
tanggung jawab petugas pelayanan yang diberkanRileds Kependudukan dan
Pencacatan Sipil, sebagian responden menyatakagguag jawab, seperti

tercantum pada tabel 13.



Tabel 13: Distribusi Frekuensi Tentang TanggungabalRetugas Pelayanan

No. INTERVAL KRITERIA f %

1. | 1,00-1,75 Tidak Bertanggung Jawalb 5 3,34

2. | 1,76 — 2,50 Kurang Bertanggung Jawab 26 17,33

3. |251-3,25 Tanggung Jawab 89 59,33

4. | 3,26 — 4,00 Sangat Bertanggung Jawgb  3( 20
JUMLAH 150 100

Sumber : Diolah Data Primer, 2012

Dari 150 responden, dalam penelitian terhadap aspgginya tanggung jawab
petugas dalam memberikan pelayanan, sebanyak énieksp (3,34%) menyatakan
tidak tanggung jawab, 26 responden (17,33%) mekgatkurang tanggung jawab,
kemudian sebanyak 89 responden (59,33%) menyatakggung jawab, dan 30
responden menyatakan (20%) sangat tanggung jawab.

Ada 4 kriteria penilaian tentang aspek tanggungalawetigas pelayanan.
Pertama, tidak tanggung jawab artinya petugas ae&ay kurang bisa menjaga
berkas yang diserahkan oleh masyarakat. Keduangusnggung jawab artinya
petugas pelayanan masih banyak menerima berkas tgngending. Ketiga,
tanggung jawab artinya petugas pelayanan sudalguaggawab terhadap berkas
yang masuk dan jika berkas tersebut ter pendinggpstbertanggung jawab sampai
berkas itu jadi tetapi masih perlu lebih efektiedfnpat, sangat bertanggung jawab
yang artinya petugas benar-benar mengecek berkas diterimanya, kemudian
jika terjadi kesalahan atau berkas itu terpendiaggas pelayanan secara cepat
menghubungi masyarakat terkait sehingga tidak garha mengurus berkas yang

ada.



Dari keterangan beberapa responden, mereka meetagas loket Dinas
Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Batu segaran bertanggung jawab
dalam penyelesaian pelayanan, misalnya saja adgam&at pengguna pelayanan
di dinas ini ingin mengurus KTP tetapi berkasnykaki dapat diproses dan masuk
ke berkas pending. Petugas loket lah yang bertampguvab memberi pengarahan
apa saja berkas-berkas yang kurang kemudian berkssebut di berikan lagi pada
petugas operator (pencetakan).

Sementara menurut wawancara dengan Kepala Seksnithasi Pendaftaran
Kependudukan, Bapak Darmanto, SE. Tanggung jawalyae pelayanan terutama
bagian loket terhadap berkas-berkas masyarakattgapgnding harus sampai KK,
KTP maupun Akta kelahiran tercetak. Jarak waktugy@iberikan hanya 1 minggu
saja sampai berkas resmi tercetak.

f. Kemampuan Petugas Pelayanan

Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat kealdkenketerampilan yang
dimiliki petugas dalam memberikan atau menyelesaikgelayanan kepada
masyarakat. Ditinjau dari kemampuan petugas petaygang diberikan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Batu, sabagisponden menyatakan

mampu, seperti tercantum pada tabel ini.



Tabel 14: Distribusi Frekuensi Tentang Kemampuandes Pelayanan

No. INTERVAL KRITERIA f %
1. | 1,00-1,75 Tidak Mampu 6 4
2. | 1,76 — 2,50 Kurang Mampu 18 12
3. | 2,51-3,25 Mampu 90 60
4. | 3,26 — 4,00 Sangat Mampu 36 24

JUMLAH 150 100

Sumber: Data Dari Data Primer, 2012

Berdasarkan tabel diatas dari total 150 responbiém,dilihat dari penilaian
terhadap aspek tingginya kemampuan petugas dalambenig&kan pelayanan.
Sebanyak 6 responden (4%) menyatakan tidak mam@uredponden (12%)
menyatakan kurang mampu, kemudian 90 responden)(6@8yatakan mampu,
dan 36 responden (24%) menyatakan sangat mampu.

Ada 4 kriteria penilaian terhadap aspek kemampuatugas pelayanan.
Pertama, tidak mampu yang artinya petugas pelayarasih tidak mampu dalam
mengoprasionalkan komputer yang disediakan maupak mampu menjelaskan
apa saja prosedur maupun persyaratan. Kedua, karangpu yang artinya petugas
pelayanan masih belum sepenuhnya mengerti syangpunagprosedur dan dalam
mengoprasionalkan komputer masih belum mampu. &Eetitampu yang artinya
petugas pelayanan mampu melayani dengan baik tetaginh belum efektif.
Keempat, sangat mampu yang artinya petugas pelaysmdah sangat mampu

dalam menjelaskan syarat serta prosedur dengan baik



Dari hasil wawancara dengan beberapa respondergltipeketerangan secara
umum petugas pelayanan telah mamapu memberikagapala dengan baik dan
benar. Misalnya, petugas pada bagian loket mampob®ekan syarat-syarat yang
diperlukan oleh masyarakat. Kemudian, setelah gaagian loket pendaftaran
menuju loket kasir yang petugas nya sudah mampugopeasionalkan laptop.

Sementara menurut wawancara dengan salah satuapeloket yaitu lbu
Suprapti, SE. kemampuan petugas dalam memberikdayaman terhadap
masyarakat awalnya diberi pengarahan oleh bagigenkkidukan dan bagian
cacatan sipil, yang di dalam pengarahan terseljelaskan bagaimana tatacara
melayani masyarakat dan syarat-syarat apa sajakay perlu diberikan dalam
melayani. Berhasil atau tidaknya, semua tergankeppda keterampilan petugas
pelayanan dalam penyampaiannya.

g. Kecepatan Pelayanan

Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayaagatderseleseikan dalam
waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggaetayanan. Ditinjau dari
kecepatan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Khpmhrkan dan Pencacatan

Sipil Kota Batu, berikut ini tercantum pada tabgl 1



Tabel 15: Distribusi Frekuensi Tentang Kecepatday@ean

No. INTERVAL KRITERIA f %
1. | 1,00-1,75 Tidak Cepat 11 7,33
2. | 1,76 — 2,50 Kurang Cerat 58 38,67
3. 1251-3,25 Cepat 63 42
4. | 3,26 — 4,00 Sangat Cepat 18 12
JUMLAH 150 100

Sumber: Diolah Data Primer, 2012

Berdasarkan tabel 15, dari total 150 respondea 8ilihat dari penilaian
terhadap aspek proses pelayanan cepat, sebanyakesdonden (7,33%)
menyatakan tidak cepat, 58 responden (38,67%) neha@ kurang cepat,
kemudian sebanyak 63 responden (42%) menyatakaat.c®pn 18 responden
(12%) menyatakan sangat cepat.

Ada 4 kriteria penilaian terhadap aspek kecepptdayanan. Pertama, tidak
cepat yang artinya petugas pelayanan dalam melayasin menimbulkan antrian
yang panjang pada kursi tunggu. Kedua, kurang cgpa artinya petugas
pelayanan dalam melayani belum cepat karena bée&sss yang diterima banyak
dan tidak membatasi. Ketiga, cepat yang artinyaigaet pelayanan sudah cepat
dalam melayani masyarakat akan tetapi masih pégheldifkan. Keempat, sangat
cepat yang artinya petugas pelayanan dalam emlagyasyarakat sudah sangat
cepat prosesnya.

Dari hasil wawancara dengan beberapa respondssroteh keterangan bahwa

petugas pelayanan loket pada Dinas KependudukaRelacatatan Sipil Kota Batu



rata-rata sudah cepat untuk melayani tetapi adg lgarpendapat tidak selalu cepat
dalam memberikan pelayanan. Hal ini dibuktikan gkia antrian yang menumpuk
pada kursi antrian. Tetapi ada beberapa respongenyang mengatakan pelayanan
di dinas ini sudah cepat, kalaupun ada antrian dabysa memakluminya karena
masyarakat Batu sendiri jumlahnya banyak, sedang&ag melayani bagian loket

hanya beberapa orang saja.

Sedangkan menurut pendapat, petugas loket yaitlREina Prihantini, SH.
Kecepatan pelayanan di Dinas Kependudukan dan ®¢aceSipil ini tergantung
situasi dan kondisi. Karena, kadang-kadang adagpstdari desa yang membawa
berkas titipan dari masyarakat itu tidak sedikiehifgga, para petugas loket
haruslah mengecek satu per satu. Hal ini yang nbaipk@an antrian. Kalaupun
hanya per orangan saja, dapat cepat melayani na&syar
h. Keadilan Mendapatkan Pelayanan

Keadilan mendapat pelayanan, yaitu pelaksanaaayg®n dengan tidak
membedakan golongan atau status masyarakat yaygudiil Ditinjau dari keadilan
mendapat pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kepmkrén dan Pencatatan
Sipil Kota Batu, sebagian besar responden menyatadid, seperti yang tercantum

pada tabel 16.



Tabel 16: Distribusi Frekuensi Keadilan MendapatRatayanan

No. INTERVAL KRITERIA f %
1. | 1,00-1,75 Tidak Adil 11 7,33
2. 1,76 -2,50 Kurang Adil 25 16,67
3. [251-3,25 Adil 103 68,67
4. | 3,26 — 4,00 Sangat Adil 11 7,33

JUMLAH 150 100

Sumber: Diolah Dari Dara Primer 2012

Berdasarkan tabel 16, dari total 150 respondea 8ilihat dari penilaian
terhadap aspek adanya keadilan dalam memperoledyaoen, 11 responden
(7,33%) menyatakan tidak adil, 25 responden (16)6ényatakan kurang adil,
kemudian sebanyak 103 responden (68,67%) menyatakigndan 11 responden
(7,33%) me3nyatakan sangat adil.

Ada 4 kriteria penilaian terhadap aspek keadilaendapatkan pelayanan.
Pertama, tidak adil yang artinya adanya perbedastara masyarakat yang
mengenal salah satu pegawai untuk mendapatkanapalaysehingga didahulukan
dari pada masyarakat. Kedua, kurang adil yang yartentara masyarakat yang
datang dulu dengan yang lama kadang yang didahulykeng baru datang
disebabkan tidak mengambil kartu antrian. Ketighl yang artinya sudah sesuai
prosedur antara pengambilan nomor antrian dengamampggilan nomor antrian
tetapi perlu dibenahi antara pengambilan dan pém@al. Keempat, sangat adil
yang artinya sudah sesuai dengan prosedur keadilag tidak membeda-bedakan

tingkatan maupun kenalan pegawai dinas tersebut.



Menurut beberapa responden, secara umum merekasanenendapatkan
keadilan dalam mendapatkan pelayanan di Dinas Kepukikan dan Pencatatan
Sipil Kota Batu. Pengunjung yang dilayani sesuaigdenomor antrian. Sehingga
tidak timbul kesan pilih kasih atau membeda-bedadeargguna layanan.

Dari hasil wawancara dengan Kepala seksi Pereanaapendudukan, Ibu
Ismi Suryanti. Nomor antrian dibuat untuk tujuaradtigan, maksudnya dinas ini
tidak membeda-bedakan antara golongan masyarakat sS@dang menggunakan
layanan di dinas ini. Selain itu agar masyarakdbtealam mengantri.

i. Kesopanan dan Keramahan Petugas

Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap d@akpepetugas dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sl@pamamah serta saling
menghargai dan menghormati. Ditinjau dari kesopadan keramahan petugas
yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Perarat8ipil sebagian besar
responden menyatakan sopan dan ramah. Sepertigraagtum pada tabel 17.

Tabel 17: Distribusi Frekuensi Tentang Kesopanankizramahan Petugas

No. INTERVAL KRITERIA f %
1. | 1,00-1,75 Tidak Sopan dan Ramah 9 6
2. | 1,76 — 2,50 Kurang Sopan dan Ramah 21 14
3. |251-3,25 Sopan dan Ramah 93 62
4. | 3,26 — 4,00 Sangat Sopan dan Ramagh 27 18

JUMLAH 150 100

Sumber: Diolah Dari Data Primer 2012



Berdasarkan tabel diatas, dari 150 responden diliaat dari penilaian
terhadap aspek kesopanan dan keramahan petugsspdhden (6%) menyatakan
tidak sopan dan ramah, 21 responden (14%) menyatakang sopan dan ramah,
kemudian sebanyak 93 responden (62%) menyatakaan sigin ramah, dan, 27
responden (18%) menyatakan sangat sopan dan ramah.

Ada 4 kriteria dari aspek kesopanan dan keramgbetngas pelayanan.
Pertama, tidak sopan dan ramah yang artinya pefpglayanan dalam melayani
masyarakat dengan cara nada tinggi. Kedua, kurgpansdan ramah yang artinya
petugas pelayanan melayani masyarakat dengan kursergperhatikan sikap
sehingga penenrima layanan tidak nyaman. Ketigaarsaan ramah yang artinya
petugas pelayanan sudah bisa tersenyum dan salzfamemasyarakat. Keempat,
sangat sopan dan ramah yang artinya petugas palaygamah sangat memahami
syarat maupun prosedur serta ramah terhadap mkayara

Dari wawancara beberapa responden, secara umuekaneterasa petugas
loket di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Siptakgatu sudah sopan dan
ramah. Mereka murah senyum dan sopan terhadap rakayaengguna pelayanan
di dinas ini. Selain itu ada beberapa respondeg yaengatakan kurang sopan dan
ramah, alasannya pada saat ramai pengguna layapandudukan mungkin, para
petugas lelah menghadapi pengunjung dan penguyamng dilayani juga dalam
keadaan tidak sabar untuk memperoleh pelayanagbters

Dari hasil wawancara dengan petugas loket yaitu 8ri Lestari, SE.
Sebenarnya memang sengaja jika pada loket peraaftaaupun kasir petugas nya
adalah wanita. Karena, menghindari penngguna pedaydi Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Batu ini marah-marahapaldberkasnya tersebut juga



kurang. Dahulu memang pernah salah satu petugas$ pandaftaran pria, tetapi
pernah suatu ketika petugas pelayanan pria itukdipkarena amarah salah satu
masyarakat. Oleh karena itu saat ini petugas priatallkan pada bagian
pengambilan.
j. Kewajaran Biaya Pelayanan

Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauansyarakat terhadap
besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayabamjau dari kewajaran biaya
pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan Rincacatan Sipil Kota
Batu, sebagian besar responden menyatakan wajattiseercantum pada tabel
berikut ini.

Tabel 18: Distribusi Frekuensi Tentang KewajaraayBiPelayanan

No. INTERVAL KRITERIA f %

1. | 1,00-1,75 Tidak Wajar 3 2

2. 11,76 -2,50 Kurang Wajar 13 8,67

3. [251-3,25 Wajar 102 68

4. | 3,26 — 4,00 Sangat Wajar 32 21,33
JUMLAH 150 100

Sumber: Diolah Dari Data Primer 2012

Berdasarkan tabel diatas, dari total 150 respotulendilihat dari penilaian
terhadap aspek kesesuaian biaya pelayanan, sebar8/akresponden
(2%)menyatakan tidak wajar, 13 responden (8,67%yatekan kurang wajar,
kemudian 102 responden (68%) menyatakan wajar,3@aresponden (21,33%)

menyatakan sangat wajar.



Ada 4 kriteria penilaian terhadap aspek kewajdmaga pelayanan. Pertama,
tidak wajar yang artinya biaya yang dibayarkankideajar dan tidak sesuai denga
ketentuan yang ada. Kedua, kurang wajar yang artimgya yang dibayarkan
selalu berubah-ubah. Ketiga, wajar yang artinygaang dibayarkan sudah wajar
dan sesuai tetapi perlu diefektifkan. Keempat, aarsgsuai yang artinya biaya
yang dibayarkan sudah sangat sesuai dengan perda a@a dan tidak ada
pungutan selain biaya yang ditetapkan.

Dari hasil wawancara beberapa responden, diper&kterangan bahwa
umunya mereka merasa biaya yang dibebankan adalah @an sesuai. Biaya pada
penggantian KK dan KTP dipukul rata Rp5.000,- (linfmu rupiah) per satuannya.
Kemudian akta kelahiran sebelum bayi berumur 1ragmatis. Kemudian biaya
pernikahan dan sebagainya sudah dianggap wajar.

Sementara dari hasil wawancara dengan Kepala didpandaftaran
kependudukan, Bapak Aries Imam Wahyono S.Sos. Biayg dibebankan kepada
masyarakat sudah dirasa cukup murah. Karena kiigahemematok harga 5000
untuk KK dan KTP pengganti, biaya gratis untuk veaygng baru membuat KTP
dan warga baru pindah datang. Akta kelahiran jugatisy dan untuk biaya
perkawinan sudah dirasa cukup wajar.

k. Kepastian Biaya Pelayanan

Kepastian biaya pelayanan vyaitu, kesesuaian afiarg yang dibayarkan
dengan biaya yang telah ditetapkan. Ditinjau dapdstian biaya pelayanan yang
diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatpi Kota Batu, sebagian

responden menyatakan banyak sesuainya, sepedatens dalam tabel berikut ini.



Tabel 19: Distribusi Frekuensi Tentang KepastiaayBiPelayanan

No. INTERVAL KRITERIA f %
1. | 1,00-1,75 Tidak Susuai 9 6
2. | 1,76 — 2,50 Kurang Sesuai 20 13,34
3. 1251-3,25 Sesuai 92 61,33
4. | 3,26 — 4,00 Sangat Sesuai 29 19,33
JUMLAH 150 100

Sumber: Diolah Data Primer, 2012

Berdasarkan tabel diatas, dari total 150 respgnbian dilihat dari penilaian
terhadap aspek kepastian nominal biaya pelayamdorgangak 9 responden (6%)
menyatakan tidak sesuai, 20 responden (13,34%) atekgn kurang sesuali,
kemudian sebanyak 92 responden (61,33%) menyatdsrai, dan 29 responden
(19,33%) menyatakan sangat sesuai.

Ada 4 kriteria penilaian dalam aspek kepastiagejaelayanan. Petama, tidak
sesuai yang artinya antara biaya yang dibayark#ak tsesuai dengan peraturan
yang ada. Kedua, kurang sesuai yang artinya biagg gibayarkan berubah-ubah.
Ketiga, sesuai yang artinya biaya yang dibayarkeials sesuai dengan biaya yang
ditetapkan tetapi masih perlu diefektifkan. Keemangat sesuai artinya biaya
yang dibayarkan sudah sesuai dengan perda yarmpadalak ada pungutan selain
biaya yang ditetapkan.

Dari wawancara beberapa responden, dapat disimapidkcara umum biaya
yang dibebankan telah sesuai antara yang ada ablup@n dengan yang ada dalam

kenyataan. Contohnya, jika dalam peraturan untwmggantian KTP yang hilang



atau ralat KTP biaya yang dibebankan dalam masgasdbesar Rp5.000,- dalam
kenyataannya juga sebesar itu tanpa ada biaya temba

Sementara wawancara dengan kepala Perencanaamdkidpkan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, llbui Suryanti. Beban biaya
yang dibayarkan oleh masyarakat mengenai penbu&idh ataupun KK sudah
diberi kupon yang memang sudah sesuai dengan pmmatbehingga, masyarakat
dapat mengecek langsung berapa kupon yang didapbéraanding lurus dengan
biaya yang dibayarkan.
.  Kepastian Jadwal Pelayanan

Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waddlayanan, sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ditinjau ldgpastian jadwal pelayanan
yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Peracatipil Kota Batu, sebagian
responden menyatakan banyak tepatnya, seperthternsgada tabel ini.

Tabel 20: Distribusi Frekuensi Tentang Kepastiaiwdh Pelayanan

1 2 3 4 5
No. INTERVAL KRITERIA f %
1. | 1,00-1,75 Tidak Tepat Waktu 21 14
2. | 1,76 — 2,50 Kurang Tepat Waktu 48 £
3. [251-3,25 Tepat Waktu 65 43,33
4. | 3,26 —4,00 Sangat Tepat Waktu 16 10,67
JUMLAH 150 100

Sumber: Diolah Dari Data Primer, 2012
Berdasarkan tabel 20, dari total 150 responden diliaat dari penilaian

terhadap aspek kepastian waktu pelayanan, sebaBfakesponden (14%)



menyatakan tidak tepat waktu, 48 responden (32%)yatakan kurang tepat
waktu, kemudian 65 responden (43,33%) menyatakgat tevaktu, dan 16
responden (10,67%) menyatakan sangat tepat waktu.

Ada 4 kriteria penilaian dalam aspek kepastiarw@dpelayanan. Pertama
tidak tepat waktu yang artinya penyelesaian betiklak sama dengan tanggal yang
ada pada tanda terima (mundur 1 bulan). Keduangur@pat waktu yang artinya
jadwal penyelesaian tidak sesuai dengan perda waiag (mundur 2 minggu).
Ketiga, tepat waktu yang artinya penyelesaian Iseskmah sesuai dan tepat waktu
dengan tanda terima yang diterima masyarakat. Kagrspngat tepat waktu yang
artinya waktu penyelesaian berkas sesuai dengata in tanda terima yang
dimiliki oleh masyarakat.

Berdasarkan wawancara terhadap beberap responiddad mereka menilai
kepastian target jadwal waktu yang ditentukan sebagoesar responden
menyatakan tepat waktu. Akan tetapu ada juga hasgiagian juga mengatakan
tidak tepat waktu sesuai tanggal di tanda terimaduauhingga satu minggu.

Sementara itu, menurut Kepala Seksi Administrasnd@ftara di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, Bdpakmanto, SE. Adanya
penumpukan berkas bulan Desember (akhir tahun) m&mpelayanan yang
seharusnya jadi dalam tiga hari menjadi satu minggmudian satu minggu jadi
satu bulan. Kemudian karena adanya E-KTP juga lkasgkali warga Kota Batu
yang membenarkan identitas di KK tersebut. Kentiatg petugas operator sendiri
banyak yang ditugaskan ke luar dinas untuk membantarnya E-KTP ke setiap

kecamatan. Selain itu, printer yang sudah diajubatuk penambahan fasilitas



percetakan belum turun sampai sekarang. Hal img yaenyebabkan mundurnya
penjadwalan KK ataupun KTP.
m. Kenyamanan Lingkungan

Kenyamanan lingkungan yaitu kondisi sarana danapaag pelayanan yang
bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberiksa nyaman kepada penerima
layanan. Ditinjau dari kenyamanan lingkungan DinKgpendudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batu, sebagian besar mergmtagaman seperti tertera pada
tabel 21.

Tabel 21: Distribusi Frekuensi Tentang Kenyamaniaghungan

No. INTERVAL KRITERIA f %

1. | 1,00-1,75 Tidak Nyaman 9 6

2. | 1,76 - 2,50 Kurang Nyaman 21 14

3. [251-3,25 Nyaman 85 56,67

4. | 3,26 — 4,00 Sangat Nyaman 35 23,33
JUMLAH 150 100

Sumber: Diolah Data Primer, 2012

Berdasarkan tabel tersebut, dari total 150 respofda dilihat dari penilaian
terhadap aspek kenyamanan tempat pelayanan, s&b&y@sponden (6%)
menyatakan tidak nyaman, 21 responden (14%) medmatkurang nyaman,
kemudian sebanyak 85 responden (56,67%) menyatakanan, dan 35 responden
(23,33%) menyatakan sangat nyaman.

Ada 4 kriteria penilaian terhadap aspek kenyaméinghungan. Petama, tidak

nyaman yang artinya ruang tunggu yang disediakaor ldan kursi tunggu yang



disediakan kurang memadai. Kedua, kurang nyaman gdamya keadaan yang ada
diruang tunggu masih belum bisa menampung masyayakey datang. Ketiga,
nyaman yang artinya segala fasilitas seperti TeleWC, kursi tunggu sudah
dimaksimalkan akan tetapi masih perlu diefektifdkd@empat, sangat nyaman yang
artinya semua fasilitas yang membuat masyarakahagadapat berfungsi dengan
baik dan lebih efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa teEspomenilai lingkungan
Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil sudah myalara bersih. Mulai dari
ruang tunggu, Televisi, AC. Tetapi di bagian kammaandi mungkin kurang
diperhatikan kebersihannya. Untuk itu masyarakaiggena layanan di dinas ini
sangat menganjurkan kebersihan tetap dijaga daarkawandi dapat digunakan.

Sementara menurut wawancara dengan Sekretari [apsndudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batu, Bapak Drs. W. Edy SigwaMM. Sarana dan
Prasarana penunjang kenyamanan lingkungan di dmasidah dibenahi bagian
inti yaitu loket. Mulai dari ruang tunggu, meja @kdiperbanyak, computer di
setiap loket, televisi, AC. Untik sarana dan prasarlain akan dibenahi kembali
secara bertahap.

n. Keamanan Lingkungan Pelayanan

Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat le®m lingkungan unit
penyelenggara pelayanan maupun sarana yang digynakhingga masyarakat
merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhaesigo-resiko yang
diakibatkan dari pelaksana layanan. Ditinjau daspek ini, sebagian besar

responden menyatakan aman seperti tercantum gaeldbtxikut ini.



Tabel 22: Distribusi Frekuensi Tentang Keamanamgkumgan

No. INTERVAL KRITERIA f %
1. | 1,00-1,75 Tidak Aman 5 3,33
2. 11,76 -2,50 Kurang Aman 12 8
3. | 2,51-3,25 Aman 97 64,67
4. | 3,26 — 4,00 Sangat Aman 36 24

JUMLAH 150 100

Sumber: Diolah Dari Data, 2012

Berdasarkan tabel diatas, dari total 150 respotulendilihat dari penilaian
terhadap aspek keamanan tempat pelayanan, seb&nyasponden (3,33%)
menyatakan tidak aman, 12 responden (8%) menyatakamg aman, kemudian
sebanyak 97 responden (64,67%) menyatakan amang3@aesponden (24%)
menyatakan sangat aman.

Ada 4 kriteria penilian terhadapn aspek keamairagklingan. Pertama, tidak
aman yanga artinya area parkir kendaraan jika diefp@lunjakan pengunjung
sampai pada luar kantor yang menjadi tidak amarduKe kurang aman yang
artinya bila penjaga parkir hanya 1 orang sedangkarg harus dijaga banyak
kendaraan. Ketiga, aman yang artinya penjagaarirpardah dirasa aman tetapi
masih perlu diefektifkan lagi. Keempat, sangat apang artinya ada 2 penjaga
parkir yang bisa menjangkau seluruh kendaraan malsytayang datang ke dinas
ini.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapaond=m diperoleh

keterangan mereka merasa aman melakukan pelayabarad Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kota Batu. Alasannya ada 2 oratggas yang dipersiapkan dinas
ini untuk menjaga kendaraan diluar kantor. Sehinggaeka tidak perlu was-was
untuk keamanan kendaraannya.

Sementara menurut wawancara dengan Kepala SutarBagnum Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, llmii Riliastuti, SH. Keamanan
pelayanan juga didukung oleh dinas kami, para pgogg tidak perlu cemas akan
kendaraan. Karena di dinas ini mempunyai dua pstugtuk menjaga dan menata

tempat parkir bagi pengunjung di dinas ini.

E. Pembahasan
1. Analisis dan Interprestasi

Untuk mengetahui nilai IKM terlebih dahulu kita nggatung nilai masing-
masing unsur pelayanan. Nilai tiap unsur pelayaivaerval konversi) diketahui
dengan menjumlah semua nilai persepsi kemudian agm@a dengan jumlah
responden. Nilai tiap unsur tersebut digunakan gabdasar menghitung nilai
interval konversi, nilai interval konversi merupakanilai interval konversi
dikalikan 25. Nilai interval konversi nantinya digagkan untuk menilai mutu

pelayanan. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut



Tabel 23 : IKM Dari Masing-Masing Unsur Pelayanan

2 3 4 5 6
No Unsur Pelayanan Nilai Interv PINiIai Interval | Nilai Mutu | Keterangan
IKM Konversi Pelayanan
1. | Prosedur Pelayanan 2,83 70,75 B BAIK
2. | Persyaratan 2,82 70,5 B BAIK
3. | Pelayanan 2,80 70 B BAIK
Kejelasan Petugas
4. | Pelayanan 2,79 69,75 B BAIK
Kedisiplinan Petugas
5. | Pelayanan 2,96 74 B BAIK
Tanggung Jawab
Petugas Pelayanan
6. | Kemampuan petugas 3,03 75,75 B BAIK
pelayanan
7. | Kecepatan pelayanan 2,58 64,5 B BAIK
8. | Keadilan 2,75 68,75 B BAIK
mendapatkan
pelayanan
9. | Kesopanan dan 2,92 73 B BAIK

Keramakan petugas




1 2 e 4 5 6
10. | Kewajaran biaya 3,08 77 B BAIK
pelayanan
11. | Kepastian biaya 2,94 73,5 B BAIK
pelayanan
12. | Kepastian jadwa 2,50 62,50 C KURANG
BAIK
pelayanan
13. | Kenyamanan 2,96 74 B BAIK
lingkungan
14. | Keamanan 3,09 77,25 B BAIK
lingkungan

Sumber: Diolah Dari Data Primer, 2012

Berdasarkan tabel 23, maka nilai interval konvelaii setiap unsur adalah
diketahui bahwa (IKM dari Ul (prosedur pelayanagyghn nilai interval konversi
70,75 dikategorikan baik/puas, U2 (persyaratanypaelan) dengan nilai interval
konversi 70,5 dikategorikan baik/puas, U3 (kejelapatugas pelayanan) dengan
nilai interval konversi 70 dikategorikan baik/puadd (kedisiplinan petugas
pelayanan) dengan nilai interval konversi 69,75ati#gorikan baik/puas, U5
(tanggung jawab petugas pelayanan) dengan nilaerviat konversi 74
dikategorikan baik/puas, U6 (kemampuan petugasypeta) dengan nilai internal
konversi 75,75 dikategorikan baik/puas, U7 (kecapgtelayanan) dengan nilai
interval konversi 64,5 dikategorikan baik/puas, UBeadilan mendapatkan

pelayanan) dengan nilai interval konversi 68,75at#igorikan baik/puas, U9



(kesopanan dan keramahan petugas) dengan nilarvahtekonversi 73
dikategorikan baik/puas, U10 (kewajaran biaya petay) dengan nilai interval
konversi 77 dikategorikan baik/puas, U1l (kepashiaya pelayanan) dengan nilai
interval konversi 73,5 dikategorikan baik/puas, Uk@pastian jadwal pelayanan)
dengan nilai interval konversi 62,50 dikategorikamang baik/kurang puas, U13
(kenyamanan lingkungan) dengan nilai interval kosive74 dikategorikan
baik/puas, Ul4 (keamanan pelayanan) dengan nil@rved konversi 77,25
dikategorikan baik/puas. Dari 14 unsur pelayanasetmit yang memiliki interval
konversi tertinggi adalah U14 (keamanan pelayadanyan nilai interval konversi
77,25 dan yang memiliki interval konversi terendatalah U12 (kepastian jadwal

pelayanan) dengan nilai interval 62,50.

1. Nilai Indeks:
{(2,83 x 0,071) + (2,82 x 0,071) + (2,80 x 0,071§279 x 0,071) + (2,96 x 0,071)
(3,03 x0,071) + (2,58 x 0,071) + (2,75 x 0,071(R#92 x 0,071) + (3,08 x 0,071)|+

(2,94 x 0,071) + (2,50 x 0,071) + (2,96 x 0,074BH9 x 0,071) = 2,84355

2. Nilai IKM setelah dikonversi

(Nilai Indeks x Nilai Dasar ) = ( 2,84355 x 25) %£,@88

3. Mutu Pelayanan “B”

4. Kinerja Unit Pelayanan “BAIK”

Gambar 1 : IKM pada Dinas Kependudukan dan Perema&ipil Kota Batu

Berdasarkan gambar 1, maka secara umum kepuasayaraiad terhadap
pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatank®igi Batu diperoleh indeks

kepuasan masyarakat sebesar 71,088 menunjukan nmilai pelayanan Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu ad&alyaitu kinerja unit

pelayanan adalah baik

2. Tingkat Kepuasan Masyarakat

Kepuasan masyarakat dalam rangka meningkatkan tasialpelayanan
merupakan salah satu yang sedang dilakukan oleluasenstansi pemerintah,
seperti halnya Dinas Kependudukan dan Pencatataih iSita Batu. Sebagai
instansi pemerintah yang bergerak di bidang pekyadministrasi kependudukan
yaitu penerbitan KK, KTP, akta kelahiran, akta pevinan, akta peceraian, akta
kematian, pengesahan anak dan pengangkatan arekidirsangat sensitif sekali
dengan masalah kependudukan. Mengapa? Karena sduivitas kependudukan,
mulai data penduduk, jumlah penduduk ada di dinedPelayanan yang diberikan
bertujuan agar pelanggan menilai puas, sedangkaumakan pelanggan itu sendiri
menurut Kotler dalam Arief (2007:165) adalah pesasaenang atau kecewa
seseorang yang berasal dari perbandingan antaaarkes terhadap kinerja atau
hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Makak unengetahui kepuasan
pelanggan atas jasa pelayanan yang diberikan Biependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Batu bisa dilihat bagaimana persepsiapggan dalam menerima
pelayanan tersebut. Pengukuran kepuasan pelangdadap pelayanan di Dinas
Kepandudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu denganggunakan angket

kepuasan masyarakat.

Bila dilihat dari sudut pandang pelanggan pelayayamg diberikan dinilai

baik maka pelanggan menilaikan puas atas pelaysaag diberikan Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu. Sé@baga penelitian yang

dilakukan oleh Kurt dan Clown (dalam Haryanti, 2B menemukakan bahwa
evaluasi yang dirasakan pelanggan mengenai kugiiayanan akan berpengaruh
pada tingkat kepuasan pelanggan. Kemudian berhaburdgngan kepuasan
pelanggan Suchman, M.C (1995:590) memberikan haesilelitiannya bahwa

kepuasan pelanggan secara langsung dipengaruhipelsiepsi pelanggan akan
nilai perasaan puas atay tidak puas dalam relasiaggan perusahaan dan produk

serta jasa yang diberikan perusahaan tersebut.

Total kepuasan pelanggan tergantung pada evalerdmsdap masing-masing
unsur dan kemudian memberikan bobot yang berbeda-etuk setiap unsur. Dari
14 unsur yang diungkap dalam penelitian ini tertlapaunsur yang masih
dinyatakan masih kurang baikpada kualitas pelayayaitu kepastian jadwal
pelayanan dan terdapat 13 unsur yang dinyatakdn Yatu prosedur pelayanan,
persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayakedisiplinan petugas
pelayanan, tanggung jawab petugas pelayanan, kenaampetugas pelayanan,
kecepatan pelayanan, keadilan mendapat pelay&eanpanan dan keramahan
petugas, kewajaran biaya pelayanan, kewajaranra bp@jayanan, kenyamanan

lingkungan, dan keamanan pelayanan.

Pengaruh emosional pengisian angket juga turuteb@npdalam hal penilaian
setiap unsur nya. Penulis menjumpai beberapa rdspogang awalnya mereka
menilai semua baik tetapi setelah mereka merasddatitlak tepatan waktu
pengambilan yang tertera pada tanda terima, menegkainta angket yang mereka

isi sebelumnya kemudian mengganti sesuai keadaag ryeereka rasakan. Selain



pengaruh emosional, pengisian angket didepan pefug@ mampengaruhi nilai
dari setiap unsur. Penulis juga menjumpai beberag@onden yang ada rasa takut
ataupun tidak enak kepada petugas pelayanan sehmegggisi angket dengan

jawaban rata-rata baik.

Dari 14 unsur yang diteliti, kepastian jadwal pelagn adalah unsur dengan
nilai terendah dengan rata-rata kinerja pelayarelresar 62,50 pada kategori
kurang baik. Pada dasarnya masyarakat mengingngketapatan waktu jadi suatu
berkas sesuai dengan tanda terima yang diberikdenwaktu menyerahkan berkas.
Akan tetapi, jadwal diberikan oleh petugas pelagama mundur 1 sampai 2
minggu. Kemudian waktu yang diberikan juga tidakrnmal. Contohnya,
pengurusan KK yang sesuai Perda selesei dalam dgmimenjadi 1 bulan. Sama
halnya dengan akta kelahiran yang normalnya 2 nimggnjadi 1 bulan. Dari hasil
wawancara dengan Kepala Seksi Administrasi PerdadliaDinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Batu, Bapak Darmantop&ta tanggal 6 Februari 2012
pukul 11.00. Adanya penumpukan berkas bulan Dese(akhir tahun) membuat
pelayanan yang seharusnya jadi dalam tiga hari adesptu minggu, kemudian
satu minggu jadi satu bulan. Kemudian karena ad&dP juga banyak sekali
warga Kota Batu yang membenarkan identitas di Kkseeut. Kendala lain,
petugas operator sendiri banyak yang ditugaskatu&edinas untuk membantu
lancarnya E-KTP ke setiap kecamatan. Selain itintger yang sudah diajukan
untuk penambahan fasilitas percetakan belum tuampai sekarang. Hal ini, yang

menyebabkan mundurnya penjadwalan KK ataupun KTRh Ckarena itu,



masyarakat juga harap memahami keterlambatan pdéacekK, KTP, maupun

Akta Kelahiran.

Selanjutnya dari 14 unsur yang diteliti terdapatuti3ur yang dikategorikan
baik, yaitu prosedur pelayanan, persyarakan pegyarkejelasan petugas
pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggawgb petugas pelayanan,
kemampuan petugas pelayanan, kecepatan pelayan&aadilan mendapat
pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, kawal@aaya pelayanan,

kewajarann biaya pelayanan, kenyamanan lingkurdgankeamanan pelayanan.

Prosedur pelayanan yang telah ditetapkan pada fegendudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batu menurut pandangan malsgar sudah pada kategori
kinerja yang baik dengan nilain interval konver§i,75. Berdasarkan penelitian
yang telah dilakukan, penetapan prosedur oleh pbialas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batu telah baik. Memang pamhyataannya jika masyarakat
mengerti alur pelaksanaan pengurusan dengan muajzdt chengurus sendiri ke
dinas ini. Tetapi saat ini kebanyakan masyarakamitipgan pengurusan
administrasi kependudukan pada petugas desa aiaahan dan lebih tidak mau
diribetkan, otomatis mengeluarkan biaya yang lalmtuk mengurus. Meskipun
demikian, masih banyak masyarakat yang memilih mmersg secara individu.
Karena data keluarga yang memahami hanya salahkshtarga tersebut. Jika

terjadi kesalahan maka dapat secara langsung mieatier

Persyaratan pelayanan, dari hasil penelitian yatah tdilakukan persyaratan

pelayanan mendapat nilai interval konversi 70,5sudnya bahwa pengguna jasa



pada dasarnya telak cukup puas akan kejelasanapat®y yang ada di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu. Ji&aati secara langsung ada
dua papan yang berukuran besar di sebelah kirupmmasuk dinas ini. Papan
tersebut menjelaskan prosuk-produk layanan yangleDaas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batu, serta syarat-syaratg yaiperlukan. Sehingga

masyarakat dapat mengerti alur kemana saja di@ na@mulai tempat mengurus.

Kedisiplinan petugas pelayanan pada Dinas Keperi@duduan Pencatatan
Sipil Kota Batu mendapat nilai interval konversibssar 69,75. Hal ini
membuktikan penilaian masyarakat pengguna layanBmds Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batu sebagian besar menddisiplinan petugasn time
Pada sudut ruang pelayanan sudah ada jadwal yategatenulai pukul berapa
hingga pukul berapa pelayanan loket, dan juga gm-jstirahat sudah tertera
secara jelas. Kemudian, juga, kepala seksi peraacakependudukan setiap jam
istirahat mengontrol kedisiplinan petugas lokesabut. Kalau memang ada yang
tidak disiplin, pegawai tersebut langsung mendapatteguran. Hal ini semata-
mata agar pegawai pada pelayanan masyarakat dafmindvaktu dan melayani

masyarakat dengan tepat waktu.

Tanggung jawab petugas pelayanan pada Dinas Kegekalu dan Pencatatan
Sipil Kota Batu mendapatkan nilai interval konversebesar 74. Hal ini
membuktikan penilaian masyarakat terhadap tanggawgb petugas pelayanan
sudah cukup baik. Tanggung jawab disini adalahgang jawab petugas loket
terhadap berkas-berkas yang masuk. Kalaupu adasemng dalam database

kurang sesuai dengan berkas yang masuk, petugattalolyang bertanggung jawab



memberikan pengarahan pada masyarakat agar mepemgkaSelain bertanggung
jawab mengarahkan, petugas loket juga bertanggawaly sampai berkas tersebut
sampai pada petugas pencetakan (operator) danshtercatak. Jarak berkas yang

ter tunda hanya 1 minggu saja.

Kemampuan petugas pelayanan pada Dinas Kependudid@rPencatatan
Sipil Kota Batu mendapatkan nilai interval konvessbesar 75,75. Masyarakat
rata-rata sebagian besar sudah menyatakan kemanpetiagas pelayanan pada
dinas ini sudah cukup baik. Keahlian dan keteraanppetugas pelayanan dalam
menyelesaikan suatu pelayanan adalah tolak ukuaitpaga kemampuan petugas
dapat diterima pada masyarakat pengguna layan&a. miasyarakat tersebut
mengerti penjelasan dari petugas, maka masyarisabiut pasti akan kembali dan
mengurus masalah kependudukan sendiri. Dan sepalihika penjelasan dari
petugas tidak dapat diterima atau kurang jelas amak@t pasti enggan datang

kembali lalu menyerahkan pada calo atau petugasrdaspun kecamatan.

Kecepatan pelayanan pada Dinas Kependudukan dacatBem sipil Kota
Batu mendapatkan nilai interval konversi sebesar5.6Menurut rata-rata
masyarakat pengguna pelayanan di dinas ini sudaat cdalam melayani
pelanggan. Tidak ada batas waktu satu pelanggaus ditayani berapa lama.
Meskipun tidak ada batasan waktu, pelayanan lakgh jharus cepat agar tidak
terjadi penumpukan pada kursi antrian. Kecepatéayaean di dinas ini tergantung
berapa berkas yang dibawa. Karena jika satu oramgbawa berkas lebih dari tiga,
otomatis membutuhkan waktu yang lebih banyak untekgecek berkas satu per

satu.



Keadilan mendapatkan pelayanan pada Dinas Kepekdndilan Pencatatan
Sipil Kota Batu medapatkan nilai interval konvessbesar 68,75. Hal ini terlihat
tidak adanya pembedaan golongan ayau status, jeglsmin masyarakat.
Masyarakat yang datang semua dilayani dengan Bdittinya adalah adanya
nomor antrian yang diberikan petugas di pintu masgd menghindari berebut ke

loket pendaftaran maupun loket pengambilan.

Kesopanan dan keramahan petugas pada Dinas Keptwarsiudan Pencatatan
Sipil Kota Batu mendapatkan nilai interval konvessbesar 73 dikategorikan baik.
Pelayanan yang terlihat awalnya adalah siapa yaatayeni dan sikap yang
melayani. Meskipun tidak ada patokan bagaimanavpgdgarsebut melayani tetapi
setelah mereka berada di bagian pelayanan, meegka kopan dan ramah kepada
masyarakat. Menurut peneliti, di dinas ini alasaengapa pelayanan loket
pendaftaran termasuk loket kasir semuanya wanit@nka wanita dianggab
sebagian besar orang dapat lebih ramah sikap kepadgarakat. Dan jika terjadi
konflik dalam hal pelayanan masyarakat, wanita keteh sabar dan mengontrol

emaosinya.

Kewajaran biaya pelayanan mendapat nilai intervahvkrsi sebesar 77.
Kemudian kesesuaian antara biaya yang dibayarkagadebiaya yang ditetapkan
mendapatkan nilain interval konversi sebesar Mgnurut beberapa pengunjung,
biaya yang dibayarkan sudah cukup jelas yang tepeda tanda terima. Tanda
terima pengambilan itu ada kupon retribusi yangapelembarnya tertera angka

kupon, jenis layanan, dan nominal Rp 5.000,- . /8gla masyarakat dapat



mengerti uang yang dibayarkan memang sudah sesungad peraturan resmi di

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu.

Kenyamanan lingkungan dikategorikan baik dengandaeatkan nilai interval
konversi sebesar 74. Keadaan sekitar ruang pelayamah direnovasi sedemikian
ruapa hingga menjadi ruangan yang nyaman dan béreinpat pelayanan pada
loket juga di renovasi. Yang dulunya hanya sepentuf L, saat ini meja pelayanan
sudah ditambah pegawai dan menjadi satu garisaatt&et pendaftaran, loket
kasir, dan loket pengambilan. Penambahan AC, &|ekirsi tunggu, menambah
kenyamanan lingkungan bagi pengunjung maupun orgagy ada di ruang

tersebut.

Keamanan lingkungan mendapatkan nilai interval kosivtertinggi dari pada
unsure yang lainnya. Kesan pertama memasuki Dinapekdudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batu ini sudah tertata ragndaraan masyarakat maupun
pegawai dinas. Adanya dua petugas keamanan juganmbam keamanan pada
dinas ini lebih tinggi. pada organisasi publik sépPinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batu yang merupakan organiiaawah dinas pemerintah,
mempunyai tanggung jawab, hal ini berperan seb@g@gung jawab moral atas
pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan na&sygika digambarkan dari
14 unsur yang termasuk pada kategori nilai A yaa@i sangat baik atau sangat
puas, B yang berarti baik atau puas, C yang bddaréing baik atau kurang puas,
dan D yang berarti tidak baik atau puas bisa diesjdengan rangkuman tabel

berikut ini.



Tabel 24: Unsur Yang Mempengaruhi Kepuasan Masgarbérhadap Pelayanan

Publik
A. Sangat baik B.Baik
prosedur pelayanan, persyarakan
pelayanan, kejelasan petugas
pelayanan, kedisiplinan petugas
pelayanan, tanggung jawab petugas
pelayanan, kemampuan petugas
pelayanan, kecepatan pelayan
keadilan mendapat pelayanan,
kesopanan dan keramahan petugas,
kewajaran biaya pelayanan, kewajarann
biaya pelayanan, kenyamanan
lingkungan, dan keamanan pelayanan.
C. Kurang baik D. Tidak baik
Kepastian jadwal pelayanan

Dari keseluruhan penilaian unsure pelayanan padasDkependudukan dan
Pencacatan Sipil Kota Batu, diperoleh IKM sebesh088 yang berarti kinerja

pelayanan nya “BAIK”.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebaganin#aikan pada bab

sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai keriku

1. Secara keseluruhan kepuasan masyarakat terhadeakpelayanan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada kategoramgy yerarti “baik”
dengan interval 71,088.

2. Dari 14 variabel (U), diketahui bahwa IKM dari UPrfsedur Pelayanan)
dengan nilai rata-rata 70,75 dikategorikan baikspudl2 (Persyaratan
Pelayanan) dengan nilai rata-rata 70,5 dikategortak/puas, U3 (Kejelasan
Petugas Pelayanan) dengan nilai rata-rata 70 didadkan baik/puas, U4
(Kedisiplinan Petugas Pelayanan) dengan nilai nat&a-69,75 dikategorikan
baik/puas, U5 (Tanggung Jawab Petugas Pelayanagadeilai rata-rata 74
dikategorikan baik/puas, U6 (Kemampuan Petugasy&edan) dengan nilai
rata-rata 75,75 dikategorikan baik/puas, U7 (Ket@apdelayanan) dengan
nilai rata-rata 64,5 dikategorikan baik/puas, US8eadilan mendapat
pelayanan) dengan nilai rata-rata 68,75 dikategarikoaik/puas, U9
(kesopanan dan keramahan petugas) dengan nilaiatatZ3 dikategorikan
baik/puas, U10 (Kewajaran Biaya pelayanan) dengdée nata-rata 77
dikategorikan baik/puas, U1l (Kepastian Biaya Palay) dengan nilai rata-

rata 73,5 dikategorikan baik/puas, U12 (Kepastaawal Pelayanan) dengan



nilai 62,50 dikategorikan kurang baik/kurang pu&sl3 (Kenyamanan

Lingkungan) dengan nilai 74 dikategorikan baik/puékl4 (Keamanan

Lingkungan) dengan nilai 77,25 dikategorikan baikg Dari 14 unsur

pelayanan tersebut memiliki nilai rata-rata temgjingdalah U14 (Keamanan

Lingkungan) dengan nilai rata-rata tertinggi adalak25 dan yang memiliki

nilai rata-rata terendah adalah U12 (Kepastian dad®elayanan) dengan

nilai 62,50.

. Unsur-unsur pelayanan yang perlu dilakukan perlbadgar sesuai dengan

harapan pelanggan karena berkategori kurang btk y

a. Kepastian Jadwal Pelayanan, responden merasa ieepagidwal
pelayanan yang sering tidak tepat waktu. Maksudtigak sesuai tanda
terima yang diberikan pada saat pendaftaran.

. Unsur-unsur pelayanan yang perlu dipertahankamkasadah sesuai dengan

harapan pelanggan karena berkategori baik, yaitu:

a. Prosedur pelayanan, penetapan prosedur pelayaméai diederhana,
tidak berbelit-belit, cukup rasional dan cenderungempermudah
masyarakat pengguna pelayanan.

b. Kejelasan petugas, petugas dinilai jelas dalam eteskan syarat-syarat
yang harus dipenuhi masyarakat.

c. Persayaratan pelayanan, mudah dan tidak menyulitkexsyarakat
pengguna pelayanan.

d. Kedisiplinan petugas, petugas dinilai disiplin aetepat waktu saat

dimintai pelayanan.



. Tanggung jawab petugas, petugas selalu bertangguadp ketika terjadi
kesalahan pelayanan.

Kemampuan petugas, keahlian/keterampilan petugasiaisedengan
bidangnya.

. Keadilan mendapatkan pelayanan, petugas tidak noariedakan
golongan masyarakat penerima layanan dengan adamyar antrian
setiap pengguna layanan.

. Kecepatan pelayanan, dalam melayani masyarakaibseskatan.
Kesopanan dan keramahan petugas, menurut masyssa#lah baik.
Petugas loket murah senyum dan sopan terhadap rakaia

Kewajaran biaya pelayanan, biaya pelayanan dimiasih wajar dan
terjangkau.

. Kepastian biaya pelayanan, setiap biaya yang ditkelasesuai antara di
peraturan dalam kenyataan dilapangan. Karena dimas dapat
menunjukkan kupon resmi.

Kenyamanan lingkungan, suasana lingkungan ruanggturyang sudah
direnovasi membuat masyarakat merasa nyaman.

. Keamanan lingkungan, sekitar lingkungan Dinas Kdpdokan dan
Pencacatan Sipil Kota Batu dilengkapi oleh dua augmj Sehingga

masyarakat tidak ragu-ragu saat mengurus admisigiependudukan.

. Upaya-Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan damcdatan Sipil

Kota Batu untuk meningkatkan kualitas pelayanaanmtdiranya:

a. Menambah dan memperbarui teknologi yang ada sehisgguai dengan

berkembangnya zaman.



b. Merenovasi ruang tunggu maupun menambah loket agesyarakat

merasa nyaman dan menghindari antrian panjang.

. Saran

. Perlu adanya peningkatan mutu pelayanan palingareratlalah pada sub
variabel kepastian jadwal pelayanan (U12) dengam caenambah alat
pencetak dan komputer, serta menambah pegawai gapgt bekerja di
bagian operator.

. Setiap pegawai juga dibekali kemampuan sama delpggian operator atau
pencetakan, agar jika terjadi piket penjagaan E-Kig2 dibantu pegawai
yang ada di kantor guna menghindari penumpukaraberk

. Sub variabel keamanan pelayanan (U14) sebagaiadbel yang memiliki
indeks paling tinggi, disarankan minimal harus pgetaempertahankan,
bahkan kalau bisa lebih ditingkatkan keamanan dahbgkan area halaman
dan tempat parkir.

. Disarankan perbaikan fasilitas kamar mandi untukum@ng penilaian dan
persepsi dari masyarakat.

. Kelemahan menggunakan metode ini adalah tidak dapabelusuri
pertanyaan yang mendalam masalah pelayanan dikarep&rtanyaan yang

tertutup dan jawaban kuesioner yang terbatas.
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